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Artinya:

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka
tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang
baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk
menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi
dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan.
Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada
kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran
kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha

Mengetahui segala sesuatu.®

! https://quran.kemenag.qo.id/sura/2/231 diakses tanggal 5 Februari 2021.
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ABSTRAK

Fardiana, Farahsyinta Gladisia Puspa. 2021. Suami Mafqud Dalam Regulasi
Keperdataan Di Indonesia Dan Malaysia (Kajian Perspektif Teori Kepastian
Hukum), Tesis, Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
(1) Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Suami Mafqud, kepastian hukum, istri.

Perkawinan bertujuan untuk menjaga keturunan. Namun, dalam beberapa
keadaan, tujuan tersebut tidak dapat dicapai karena suami pergi meninggalkan rumah.
Terdapat dua keadaan perginya suami dari rumah, yang pertama adalah perginya
suami dari rumah tanpa izin istri akan tetapi masih diketahui keberadaannya, keadaan
ini disebut suami ghaib. Keadaan kedua adalah perginya suami dari rumah dengan
izin istri akan tetapi tidak diketahui keberadaannya serta hidup dan matinya yang
sering disebut suami mafqud. Perginya suami dari rumah sama-sama menyusahkan
istri karena nafkah istri tidak dapat dipenuhi oleh suami. Selain itu, peraturan di
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
memiliki dua tafsir yaitu untuk suami ghaib dan suami mafqud. Peraturan tersebut
belum dilengkapi dengan batas minimal perginya suami dari rumah untuk dapat
ditetapkan kematiannya oleh pengadilan. Keadaan ini tidak memberikan keadilan
bagi istri yang suaminya mafqud. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan konsep
suami mafqud dalam regulasi keperdataan di Indonesia dan Malaysia. Selain itu untuk
menjelaskan pengaturan suami mafqud di Indonesia dan Malaysia yang dapat
memberikan kepastian hukum bagi perempuan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan Undang-Undang dan pendekatan perbandingan. Pendekatan Undang-
Undang dalam menyebutkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peraturan
suami mafqud di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan perbandingan dalam
membandingkan peraturan di Indonesia dan Malaysia tentang peraturan suami
mafqud untuk mendapatkan pengaturan suami mafqud yang memberikan kepastian
hukum bagi perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan periunya dibuat pengaturan suami mafqud yang
memberikan kepastian hukum bagi perempuan. Peraturan suami mafqud di Indonesia
yang dapat memberikan kepastian hukum bagi perempuan adalah menetapkan batas
minimal perginya suami dari rumah selama empat tahun untuk dapat ditetapkan
kematiannya sebagaimana peraturan di pasal 53 Akta Undang-Undang Keluarga
Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.



ABSTRACT

Fardiana, Farahsyinta Gladisia Puspa. 2021. Missing Husband in Civil Law in
Indonesia and Malaysia (Study of Legal Certainty Theory). Postgraduate
Thesis. Program Al Ahwal Al Syakhsiyyah of Postgraduate Program in State
Islamic University of Maulana Malik lbrahim Malang. Supervisor: (1) Dr. H.
Isrogunnajah, M.Ag. (1) Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Keywords: Missing Husband, Legal Certainty, Wife.

Marriage has purpose to protect offspring. However, in some circumstances,
this goal cannot be achieved because the husband has left the house. There are two
circumstances about the husband leaving the house, the first is the husband leaves the
house without the wife's permission but his whereabouts are still known, this
condition is called unseen husband or ghaib husband. The second circumstance is the
husband leaves the house with the wife's permission, but his whereabouts and life and
death are unknown, which is often called the missing husband or mafqud husband.
When the husband leaves the house, gives the bad impact to the wife because her life
necessities can’t be fulfilled by her husband. In addition, the regulations in Law no. 1
of 1974 about Marriage and Compilation of Islamic Law has two interpretations,
namely for unseen husbands and missing husbands. This regulation is not completed
with a minimum limit for the husband's departure from home to determine his death
by the court. This situation does not provide justice for the wife whose hushand is
missng.The focus of this research is to explain the concept of the missing husbhand in
civil regulations in Indonesia and Malaysia. In addition, to explain regulations for
missing husbands in Indonesia that can provide legal certainty for women

This research is a normative juridical study using a statute approach and a
comparative approach. The statute approach is used to mention the regulations related
to the regulation of the missing husband in Indonesia and Malaysia. Comparative
approach is used to compare the regulations in Indonesia and Malaysia regarding
missing husband regulations to obtain regulations for missing husbands in Indonesia
that can provide legal certainty for women.

The results showed that it is necessary to make arrangements for the missing
husband that provide legal certainty for women. The reguiation of the missing
husband in Indonesia that can provide legal certainty for women is to set a minimum
limit for the husband's departure from home for four years so that his death can be
determined as stipulated in article 53 of the 1984 Islamic Family Act (Federal
Territories).
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia,
(bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia). Penulisan judul buku dalam
footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan pedoman transliterasi.
Transliterasi huruf Arab yang digunakan pascasarjana Universitas Islam Maulana
Malik lbrahim Malang (UIN Malang) dalam penyusunan tulisan Tesis berpedoman
pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22

Januari 1988.

B. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Tsa Ts te dan es
z Jim J Je
ha (dengan garis di

z Ha H

bawahnya)
z Kha Kh ka dan ha

Xiv
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2 Dal D De
zet (dengan garis di
3 Zal Dz
bawahnya)

0 Ra R Er

J Za Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
ua Shad Sh es dan ha
ua Dhad Dh de dan ha
Lk Tha Th te dan ha
L Zha Zh Zet dan ha
& ‘Ain ‘ Koma terbail (di atas)
¢ Ghain Gh ge dan ha
s Fa F ef

3 Qaf Q Ki

< Kaf K ka

J Lam L el

2 Mim i Em

O Nun N En

E) Wau W We

> Ha H ha

XV
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. Hamzah ‘ Apostrof

¢ Ya Y ye

Hamzah ( <) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di

atas (), berbalik dengan koma (*) untuk pengganti lambang “ ¢ .”

C. Vokal, Panjang Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang

masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= A misalnya Ji menjadi géla
Vokal (i) panjang = 1 misalnya Jé menjadi gila
Vokal (u) panjang= U misalnya 093 menjadi dina

CeRY
1

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

b

melainkan tetap ditulis dengan “iy”” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.
Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan

“ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = 9 misalnya J¥  menjadi gawlun

Diftong (ay) = ¢ misalnya = menjadi khayrun
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D. Ta’ Marb(thoh (8)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,

tetapi apabila ta’ marbithah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya iw,sd L. ) menjadi al-risalat li al-

mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan

mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang

disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya b iy 0 menjadi fi

rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh
berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Masya’ Aliah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

XVii



Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:
“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Rl keempat, dan Amin Rais, mantan
Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk
menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan
salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,
namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata
“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang
disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari
bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk
itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan

ditulis dengan “salat”.
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PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian adalah salah satu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Islam
mengenal khuluk vyaitu istri membayar ‘“wadh kepada suami agar suami mau
menceraikan istri. Beberapa faktor istri boleh melaksanakan khuluk di antaranya
suami hilang atau dipenjara, atau suami menderita penyakit kusta.? Dalam praktik di
Indonesia, khuluk lebih sering dikenal dengan istilah cerai gugat. Alasan
dibolehkannya mengajukan cerai gugat di Indonesia sama seperti alasan
dibolehkannya memohon cerai talak di antaranya adalah salah satu pasangan murtad,
salah satu pasangan mendapat cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan
kewajiban dengan baik.?

Di Indonesia sendiri, lafal talak harus diikrarkan di hadapan Hakim di
pengadilan, meskipun suami telah mengucapkan lafal talak di luar pengadilan akan

tetapi ia tetap harus melafalkan ikrar talak di depan Hakim.* Hal ini sesuai dengan

2 Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu®) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap
Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, Al Adalah, 1, (Juni, 2014) 195.

® Sudono, "’Penyelesaian Perceraian dengan Khulu’ dan Akibat Hukumnya”, http://www.pa-
blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-
hukumnya.html, diakses tanggal 25 Mei 2020.

* Tri Jata Ayu Pramesti, “Talak Menurut Hukum Islam atau Hukum Negara , Mana yang Berlaku”,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It533782f670787/talak-menurut-hukum-islam-
atau-hukum-negara--mana-yang-berlaku/, diakses tanggal 25 Mei 2020.
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aturan yang terdapat di Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi,

“Seorang suami vyang telah melangsungkan perkawinan menurut agama

Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada

Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia

bermaksud menceraikan isterinya tersebut dengan alasan-alasannya serta

meminta Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.”
Sedikit berbeda dengan Indonesia, peraturan di Malaysia menyatakan bahwa
sebaiknya lafal talak diikrarkan di depan Hakim. Jika seorang suami melafalkan talak
di luar mahkamah, maka dalam waktu tujuh hari tersebut suami harus melaporkan
kepada mahkamah. Kemudian mahkamah akan mencari kebenaran akan lafal talak
yang diucapkan di luar mahkamah itu apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum
Islam atau belum. Jika sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam maka telah jatuh
talak dari suami ke istri.®

Regulasi pengharusan lafal talak diucapkan di depan hakim adalah

sesungguhnya ikhtiyar pemerintah Indonesia untuk melindungi hak warga negaranya
terutama perempuan dari praktek cerai sepihak yang mengemuka di masyarakat.
Suami maupun istri memilik hak yang sama untuk menginisiasi perceraian dan

mengajukannya ke Pengadilan melalui mekanisme cerai talak untuk suami dan cerai

gugat jika istri yang mengajukan cerai. Hak yang sama ini merupakan bentuk

® Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. , Pasal 14.

® Rachana binti Burhanuddin, “Perceraian Menggunakan SMS, Email, dan Faksimilasi di Mahkamah
Syariah daerah Pontian Johor Malaysia”, Ar Risalah JISH, 1 (Juni, 2012), 12-13.



pengakuan persamaan hak non diskriminatif di hadapan hukum (equal before law)
dan bentuk perlindungan (legal protection) bagi perempuan.’

Beberapa fenomena bisa menjadikan suami istri bercerai tanpa harus adanya
lafal talak dari suami, salah satunya adalah hilangnya suami atau yang lebih dikenal
dengan istilah suami mafqud. Di Indonesia sendiri telah diketahui istilah PMI atau
Pekerja Migran Indonesia yaitu para suami yang pergi ke luar negeri untuk menafkahi
keluarganya. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi ialah setelah beberapa bulan
atau tahun suami meninggalkan anak istri di Indonesia, mereka hilang kabar dan tidak
dapat dihubungi sehingga keadaan istri seperti digantungkan. Memiliki suami tetapi
tidak tahu sang suami berada dimana dan dalam keadaan yang bagaimana. Nafkah
pun tidak istri dapatkan.®

Sebuah data yang diambil dari Pengadilan Agama Malang menyebutkan
pada tahun 2016 menerima sebanyak 2467 perkara cerai gugat dan 546 cerai talak.
Alasan cerai karena pasangan tidak diketahui keberadaannya sebanyak 195 perkara.’
Peristiwa tentang hilangnya suami pernah terjadi di tahun 1997 yang mana seorang
suami berinisial AP pulang ke kampung halamannya di Bandung Jawa Barat setelah
tujuh tahun menikah dengan YM dan tinggal di Banjarmasin dan memiliki seorang

anak AL. Akan tetapi setelah kepergian AP ke Bandung, YM tidak pernah mendapat

" Mufliha Wijayati, “Punishing Women: Diskriminasi Terhadap Perempuan yang Mengajukan Cerai

di Peradilan Agama di Indonesia” dalam “Islam Indonesia: Dialektika Agama, Budaya dan Gender”,

(Yogyakarta: LkiS, 2020), 97

® Ferdy Siswandana, Perceraian karena Suami Mafqud (Hilang) Menurut Hukum Islam dan Hukum

Positif, Skripsi SH, (Surabaya: Universitas Airangga, 2006), 6.

% Laporan Tahun 2016 Pengadilan Agama Malang kelas 1A, https:/drive.google.com/file/d/16Boyi5c-
6DzggT02X01HO6_GY2jEqEu/view diakses tanggal 6 Mei 2020.
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kabar dari AP. YM beberapa kali bertanya kepada teman-teman AP di Banjarmasin
tetapi tidak mendapat jawaban. Pada tahun 1999 akhirnya YM mengajukan cerai
gugat ke Pengadilan Agama Banjarmasin dan dikabulkan oleh pengadilan.®

Pada hakikatnya, perginya suami meninggalkan istrinya terdapat dua
keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika suami pergi tanpa izin dan enggan
untuk kembali ke istri. Keadaan ini disebut ghaib. Keadaan yang kedua adalah jika
suami pergi dengan izin dan sepengetahuan istri akan tetapi karena suatu hal yang
tidak bisa ia hindari kemudian suami tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui hidup
matinya. Keadaan ini disebut mafqud.'* Kedua keadaan ini sama-sama merisaukan
istri karena ia tidak pasti bagaimana hukum perkawinannya dengan suaminya. Selain
itu juga ia sudah tidak mendapatkan nafkah dari suaminya sehingga ia harus
mencukupi kebutuhan rumah tangganya sendiri.

Menurut fikih klasik, jika suami tidak memberi nafkah istri untuk beberapa
waktu, istri diperbolehkan menggugat cerai. Akan tetapi jika suami ghaib terdapat
beberapa pendapat, begitu juga dengan suami mafqud ada beberapa pendapat yang
dikemukakan oleh ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat tentang suami mafqud,
pendapatnya adalah diserahkan kepada hakim tentang kematian suami mengikut
kepada bukti yang ada. Jika tidak ada bukti maka diperlukan jangka waktu untuk

menyatakan kematian suami. Ulama Malikiyah berpendapat satu tahun dan Ulama

19 Muhamad Fujiannor, Penyelesaian Hukum Kasus Rumah Tangga Suami yang Mafqud di Kecamatan
Banjarmasin Barat, Skripsi SH, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2016), 37-41.
Y Jauharil Ulya, “Status Hukum Isteri Orang Mafqud/Ghaib”, 2.



Hanabilah berpendapat empat tahun. Jika suami telah dinyatakan meninggal oleh
hakim, maka istri beridah dengan idah wafat.*?

Di Indonesia, pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyebutkan “perkawinan dapat putus karena: A. Kematian; B.
Perceraian dan C. Atas Keputusan Pengadilan.”*® Adapun alasan yang membolehkan
mengajukan perceraian ke Pengadilan apabila suami atau istri pergi dari rumah
tertuang di pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan
“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa
izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya.”* Pasal ini multitafsir karena dapat ditafsirkan sebagai suami yang
pergi begitu saja dari rumahnya dengan iktikad jahat (suami ghaib) atau dapat juga
ditafsirkan sebagai suami yang pergi dari rumah dengan izin istri akan tetapi karena
sesuatu hal sehingga tidak diketahui kabarnya serta hidup matinya (suami mafqud).
Pasal ini tidak memberikan keadilan bagi perempuan karena pasal ini tidak
membedakan suami mafqud dan ghaib, karena bisa saja suaminya pergi dengan izin
istri akan tetapi karena sesuatu hal, suami tersebut tidak dapat diketahui
keberadaannya. Perlunya membedakan suami ghaib dan mafqud adalah agar
ditetapkan kematian bagi perkara suami mafqud untuk pemutusan perkawinannya

karena adanya dugaan jika suami tersebut mengalami kecelakaan dalam

12 Jauharil Ulya, 3.

3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

1 peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 19.



perjalanannya. Akibatnya suami tersebut tidak diketahui keberadaannya serta tidak
didapati kabar hidup dan matinya sehingga perlu ditetapkan kematiannya oleh
pengadilan untuk memberi kepastian dan keadilan bagi istri yang suaminya mafqud.
Karena pasal tersebut tidak membedakan suami mafqud dan ghaib, hakim biasanya
hanya mengabulkan gugatan cerai dari istri tanpa menetapkan kematian suami
mafqud tersebut. Sehingga istri tidak bisa mendapatkan haknya karena ia yang
menginisiasi perceraian. Jika ada norma tentang penetapan kematian suami mafqud,
tentu saja memudahkan istri untuk mendapat haknya seperti bagian dari harta waris
suaminya karena istri tidak mengajukan gugatan cerai melainkan mendaftarkan
penetapan kematian ke pengadilan untuk memutuskan perkawinannya dengan
suaminya yang mafqud.

Contoh kasus mengenai ketentuan suami mafqud yang belum memberikan
kepastian hukum adalah ketika suami hilang (mafqud) akan tetapi hakim menjatuhkan
talak bain sughra kepada istri. Perkara ini tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo
Nomor 959/Pdt.G/2018/PA.PO mengenai suami mafqud. Suami sang istri telah hilang
selama tujuh tahun dan tidak diketahui keberadaannya serta hidup dan matinya.
Hakim memutuskan jatuh talak bain sughra melalui verstek kepada istri dengan masa
idah 1 kali quru™. Keputusan hakim ini didasarkan kepada Undang-Undang No.1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal

!5 Ria Rahmawati, lhsan Nur Hakim, “The Analysis of Judge’s Decision Mafqud’s Husband in Case of
Claim for Divorce in Ponorogo Religion Court and the Law Impact of the Mafqud’s Husband
(Analysis of Decision Number. 959/Pdt.G/2018/PA.PO)”, ljtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah,
2, (2019), 220.



19 (b) menyebutkan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di
luar kemampuannya.”® Pasal ini belum memberikan kepastian hukum karena hakim
menjatuhkan keputusan suami mafqud dengan talak bain sughra melalui verstek
karena istri mengajukan cerai khulu’. Keputusan ini menurut peneliti kurang tepat
karena jika melihat posita gugatan cerai yang menyebutkan jika suami telah hilang
selama tujuh tahun dan tidak diketahui keberadaannya serta hidup dan matinya, maka
hendaknya hakim menyatakan, tentang adanya dugaan hukum, bahwa suami tersebut
telah meninggal dunia dan istri menjalankan idah wafat yaitu selama empat bulan
karena ia menjadi janda meninggal. Menurut peneliti alasan hakim tidak menetapkan
kematian atas suami tersebut karena tidak adanya norma yang mengatur tentang
penetapan kematian oleh hakim. Selain itu karena tidak adanya norma tentang
penetapan kematian suami mafqud, istri hanya mengajukan cerai gugat untuk
melegalkan status jandanya karena suaminya hilang dan tidak diketahui
keberadaannya. Jika hakim memutuskan kematian bagi si suami, istri dapat menuntut
harta waris dari harta suaminya sehingga istri mendapatkan keadilan dari keadaan
suaminya yang hilang dalam kurun waktu yang lama.

Peneliti juga menemukan peraturan suami mafqud belum dilengkapi dengan
batas minimal untuk menetapkan kematian bagi suami mafqud dalam penetapan

kematian yang terdapat di pasal 171 (b) buku kedua Kompilasi Hukum Islam. Pasal

' peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 19.



tersebut menyebutkan ‘“Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”’ Peraturan yang belum lengkap
dalam penetapan jangka waktu hilangnya suami sehingga suami mafqud dapat
ditetapkan kematiannya oleh Pengadilan. Perlunya menetapkan jangka waktu
hilangnya suami mafqud ini untuk memudahkan istri dalam mendaftarkan perkaranya
di pengadilan, apakah karena suami pergi dengan iktikad jahat atau hilang karena
sesuatu hal sehingga tidak dapat diketahui keberadaanya. Selain itu, untuk
memutuskan pemutusan perkawinan yang sesuai dengan keadaan perginya suami dari

rumabh.

Untuk menyelesaikan persoalan hukum tentang suami mafqud di Indonesia,
maka peneliti akan membandingkan regulasi keperdataan di Indonesia dengan
regulasi keperdataan di Malaysia tentang suami mafqud. Meskipun Indonesia dan
Malaysia memiliki sistem hukum yang berbeda, Indonesia menganut sistem hukum
civil law dan Malaysia menganut sistem hukum common law dan hukum Islam di
Indonesia berada di tingkat nasional sedangkan di Malaysia berada di tingkat negeri
(provinsi). Akan tetapi, terdapat persamaan antara Indonesia dan Malaysia yaitu
mayoritas penduduknya beragama isiam. Alasan inilah yang menjadikan peneliti
membandingkan regulasi keperdataan di Indonesia dengan regulasi keperdataan di

Malaysia.

7 Kompilasi Hukum Islam Buku Kedua pasal 171.



B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, penelitian ini menghasilkan

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengaturan suami mafqud dalam hukum keperdataan di
Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimanakah pengaturan suami mafqud di Indonesia dan Malaysia yang dapat

memberikan kepastian hukum bagi perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan konsep pengaturan suami mafqud dalam hukum keperdataan
di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menjelaskan pengaturan suami mafqud di Indonesia dan Malaysia yang

dapat memberikan kepastian hukum bagi perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau
gagasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam ilmu

hukum pada khususnya, memperkaya bahasan kepustakaan dan dapat pula digunakan
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sebagai acuan referensi yang relevan bagi penelitian terutama dalam menangani kasus
suami mafqud.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat praktis kepada:
1. Istri yang ditinggal pergi suami tanpa ada kabar untuk mengetahui langkah apa
yang perlu diambil untuk memperjuangkan haknya.
2. Hakim sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam
menangani kasus suami mafqud.
3. Lembaga Legislatif sebagai bahan pertimbangan untuk membuat Undang-
Undang tentang suami mafqud.

4. Mahasiswa di masa depan sebagai referensi penelitiannya.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai status suami mafqud terhadap
pernikahan, berikut ini peneliti paparkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh
peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut di antaranya:

1. Nurudin (2014) dalam tesisnya yang berjudul Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
dan Peraturan Pemerintah No0.9 Tahun 1975 tentang Tenggang Waktu
Pemanggilan Tergugat dalam Perkara Ghaib Perceraian ditinjau dari Hukum
Islam. Tesis ini membahas tentang tenggang waktu yang digunakan ketika suami
tidak diketahui keberadaannya dan hukum acara pemanggilan suami tersebut.

Pemanggilan suami yang tidak diketahui keberadaannya dengan tiga cara yaitu
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penempelan di papan pengumuman Pengadilan, diumumkan di salah satu atau
beberapa surat kabar, yang terakhir adalah disiarkan di mass media yang telah
ditetapkan oleh Pengadilan. Tengogang waktu yang digunakan untuk memanggil
suami yang tidak diketahui keberadaannya adalah selama empat bulan. Hasil dari
tesis ini adalah sebaiknya pemanggilan terhadap suami yang tidak diketahui
keberadaannya dilakukan selama dua bulan karena adanya perkembangan
teknologi informasi.*®

2. Neneng Desi Susanti (2015) dalam jurnalnya yang berjudul Penggunaan Istishab
al-Hal dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqud Menurut Hanafiyah.
Jurnal ini meneliti hak waris suami mafqud dengan menggunakan metode
istishab al-hal oleh Ulama Hanafiyah. Hasil dari jurnal ini adalah harta orang
yang hilang (mafqud) tidak boleh dibagikan karena ianya masih dianggap hidup
sampai ada bukti yang menyatakan ia telah meninggal. Selain itu, ia juga tidak
bisa menjadi ahli waris dari kematian kerabatnya karena tidak dapat dipastikan
hidupnya.*®

3. Mia Aisyah Putri dan Dinie Ratri Desiningrum (2017) dalam jurnalnya yang
berjudul Pengalaman Istri yang Mengalami Separation Without Divorce studi
kualitatif fenomenologi pada wanita dewasa madya yang mengalami perpisahan

tanpa perceraian. Jurnal ini membahas pengaruh psikologis terhadap keluarga

'8 Nurudin, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang
Tenggang Waktu Pemanggilan Tergugat dalam Perkara Ghaib Perceraian ditinjau dari Hukum Islam,
Tesis MH, (Riau: UIN Syarif Kasim, 2014).

19 Neneng Desi Susanti, “Penggunaan Istishab al-Hal dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan
Mafqud Menurut Hanafiyah”, Jurnal Tamaddun Ummah, 1, (Oktober 2015).
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yang suaminya hilang. Jurnal ini meneliti tentang pengalaman istri yang ditinggal
pergi suaminya karena sang suami memiliki wanita idaman lain. Akibat dari
perginya suami tersebut dirasakan istri dari segi ekonomi, psikis dan juga fisik.
Akibatnya istri tersebut bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangganya dan dalam mendidik anak, istri tersebut memberikan kebebasan yang
bertanggung jawab pada anak. Pada awalnya, anak-anak tersebut merasa sedih
karena kepergian ayah mereka akan tetapi seiring berjalannya waktu, anak
terbiasa dengan kepergian ayah mereka.”

4. Novita Dwi Lestari (2018) dalam jurnalnya yang berjudul Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi’i tentang Batasan Masa Tunggu
Suami/lsteri Mafqud. Jurnal ini membahas tentang peraturan suami mafqud di
Kompilasi Hukum Islam dan juga menyebutkan pendapat madzhab Syafi’i dalam
menetapkan batas waktu untuk suami atau isteri yang suaminya hilang
(mafqud).?

5. Hamda Sulfinadia (2018) dalam jurnalnya yang berjudul Penggunaan Istishab al-
Hal pada Kasus Mafqud. Jurnal ini membahas tentang hak-hak yang berkaitan
dengan suami mafqud dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti status
pernikahannya dan harta warisnya. Untuk mengetahui hal-hal yang disebut

sebelumnya, jurnal ini menyebutkan perbedaan pendapat ulama madzhab dalam

0 Mia Aisyah Putri dan Dinie Ratri Desiningrum,”Pengalaman Istri yang Mengalami Separation
Without Divorce studi kualitatif fenomenologi pada wanita dewasa madya yang mengalami perpisahan
tanpa perceraian”, EMPATI, 1, (Jan 2017)

2 Novita Dwi Lestari, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi’l tentang
Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud”, Jurnal Islam Nusantara, 1, (januari-Juni 2018).
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menentukan hidup dan mati si mafqud dan juga penggunaan istishab al-hal.
Jumhur ulama menyebutkan jika istishab al hal dapat digunakan untuk
menetapkan hak yang telah dan akan ada di diri mafgud, sedangkan ulama
Hanafiyah menyebutkan jika istishab al hal hanya dapat menetapkan hak yang
telah ada di diri mafqud tanpa hak yang akan didapatnya.*?

6. Nurhayati Hasan (2018) dalam jurnalnya yang berjudul Putusan Hakim atas
Perceraian salah satu pihak ghaib dan implikasinya terhadap para pihak di
Pengadilan Agama Limboto. Penelitian ini meneliti tentang proses
berlangsungnya sidang. Peneliti mendapati jika pemanggilan dalam kasus salah
satu pihak ghaib tidak secara langsung kepada pihak yang ghaib, namun proses
sidang yang dilaksanakan sama dengan proses sidang cerai pada umumnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses sidang cerai ghaib
dan implikasinya terhadap pihak berperkara di Pengadilan Agama. Hasil dari
penelitian ini adalah adanya kelemahan dalam proses pembuktiannya di hadapan

sidang.?

?2 Hamda Sulfinadia, “Penggunaan Istishab al-Hal pada Kasus Mafqud”, Sakena: Jurnal Hukum
Keluarga, 1, (2018).

2 Nurhayati Hasan, Putusan Hakim atas Perceraian salah satu pihak gaib dan implikasinya terhadap
para pihak di pengadilan agama limboto, Jurnal limiah Al-Jauhari, 2 (2018)
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No Nama Peneliti, Judul, | Persamaan | Perbedaan Orisinalitas
dan Tahun Penelitian Penelitian
Nurudin Undang- | Membahas | Membahas Membandingkan
Undang No. 1 Tahun | suami yang | tenggang waktu | peraturan suami
1974 dan Peraturan | tidak yang digunakan | mafqud di
Pemerintah No.9 | diketahui untuk Indonesia  dan
Tahun 1975 tentang | keberadaan | memanggil Malaysia untuk
Tenggang Waktu | nya suami yang | mendapatkan
Pemanggilan tidak diketahui | kepastian hukum
Tergugat dalam keberadaannya | bagi istri yang
Perkara Ghaib suaminya
Perceraian  ditinjau mafqud
dari  Hukum Islam
2014
Neneng Desi Susanti | Membahas | Membahas Membandingkan
Penggunaan Istishab | tentang orang yang | peraturan suami
al-Hal dalam | orang yang | mafqud dalam | mafqud di
menetapkan Hak | hilang hak kewarisan | Indonesia  dan
Status Kewarisan | (mafqud) menggunakan Malaysia untuk
Mafqud Menurut istishab al-hal | mendapatkan
Hanafiyah 2015 kepastian hukum
bagi istri yang
suaminya
mafqud
Mia Aisyah Putri dan | Membahas | Membahas Membandingkan
Dinie Ratri | tentang keadaan istri | peraturan suami
Desiningrum suami yang | yang mafqud di
Pengalaman Istri yang | hilang ditinggalkan Indonesia  dan
Mengalami (ghaib) suaminya dari | Malaysia untuk
Separation ~ Without aspek mendapatkan
Divorce studi psikologis kepastian hukum
kualitatif bagi istri yang
fenomenologi  pada suaminya
wanita dewasa madya mafqud
yang mengalami
perpisahan tanpa
perceraian 2017
Novita Dwi Lestari | Membahas | Membahas Membandingkan
Kompilasi Hukum | tentang peraturan suami | peraturan suami
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Islam  (KHI) dan | orang yang | mafqud di KHI | mafqud di
Pendapat  Madzhab | hilang dan Indonesia  dan
Syafi’i tentang | (mafqud) menyebutkan Malaysia untuk
Batasan Masa Tunggu pendapat mendapatkan
Suami/lsteri  Mafqud madzhab perlindungan
2018 Syafi’i  dalam | hukum bagi istri
penentuan masa | yang suaminya
tunggu orang | mafqud
yang hilang
(mafqud)
Hamda Sulfinadia | Membahas | Membahas Membandingkan
Penggunaan Istishab | tentang penggunaan peraturan suami
al-Hal pada Kasus | suami yang | istishab al-hal | mafqud di
Mafqud 2018 hilang dalam Indonesia  dan
(mafqud) penentuan hak | Malaysia untuk
yang berkaitan | mendapatkan
dengan suami | kepastian hukum
mafqud dari | bagi istri yang
pernikahan dan | suaminya
waris. mafqud
Nurhayati Hasan | Membahas | Membahas Membandingkan
Putusan Hakim atas | tentang tentang proses | peraturan suami
Perceraian salah satu | suami yang | pemanggilan mafqud di
pihak  ghaib  dan | hilang pihak ghaib | Indonesia  dan
implikasinya terhadap | (ghaib) dan putusan | Malaysia untuk
para pihak di hakim atas | mendapatkan
Pengadilan ~ Agama perceraian kepastian hukum
Limboto 2018 salah satu pihak | bagi istri yang
ghaib suaminya
mafqud

Dari bagan di atas dapat disimpulkan jika satu penelitian membahas tentang
masa tunggu yang digunakan untuk memanggil suami yang tidak diketahui
keberadaannya, satu penelitian membahas tentang peraturan suami mafqud di KHI
dan menyebutkan pendapat madzhab Syafi’i dalam kasus suami mafqud, dua

penelitian membahas hak waris orang yang hilang (mafqud) dan pengaruhnya
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terhadap perkawinan, satu penelitian meneliti tentang keadaan psikologis keluarga
yang ditinggal suami tanpa adanya permohonanan cerai dari suami, satu penelitian
meneliti hukum acara pemanggilan pihak ghaib dalam perkara cerai gugat.
Orisinalitas penelitian ini adalah akan fokus dalam embandingkan peraturan suami
mafqud di Indonesia dan Malaysia untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi istri

yang suaminya mafqud.

. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan untuk
menyatukan persepsi pembaca dalam penelitian kali ini, beberapa istilah tersebut
adalah:

1.  Suami mafqud adalah suami yang hilang. Mafqud sendiri berasal dari bahasa
arab yang berarti hilang. Maksud dari hilang disini ialah suami pergi tanpa ada
kabar selama beberapa waktu dan tidak bisa didapatkan kabarnya.

2. Kepastian hukum adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara

pasti dan mengatur secara jelas dan logis.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Perbandingan Hukum

1. Definisi Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dalam bahasa Inggris adalah comparative law, dalam
bahasa Bahasa Belanda adalah vergelihende rechstlehre dan dalam bahasa Prancis
adalah droit comparé. Di Amerika Serikat, istilah ini sering diterjemahkan sebagai
conflict law yang berarti hukum perselisihan yang artinya menjadi lain bagi
pendidikan hukum di Indonesia.?*

Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan
metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih
tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan
dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan adalah teknik untuk
menghadapi unsur asing dari suatu masalah hukum.?

Gutteridge memberikan definisi yang lain. la menyatakan jika perbandingan
hukum adalah suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam
semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara comparative law dan foreign

law. Comparative law ialah membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan

% Barda Nawawi, “Perbandingan Hukum Pidana”, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), 3.
% Barda Nawawi, “Perbandingan Hukum Pidana”, 4-5.

17
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foreign law ialah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya
dengan sistem hukum yang lain.? Lemaire juga memberikan pengertian yang berbeda
dari perbandingan hukum. la mengemukakan perbandingan hukum sebagai cabang
ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai
lingkup seperti (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-
sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.

Orucu juga mengemukakan suatu definisi perbandingan hukum.
Comparative law is legal discipline aiming at ascertaining similarities and
differences and finding out relationship between various legal systems, their
essence and style, looking at comparable legal institutions and concepts and
typing to determine solutions to certain problems in these systems with a
definite goal in mind, such as law reform, unification, etc. (Perbandingan
ilmu hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan
menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-
hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan
lembaga-lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu
penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dengan sistem-sistem hukum
dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan
lain-lain).?’

Perbandingan hukum di penelitian ini adalah perbandingan hukum perdata.
Undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Tujuan dari perbandingan hukum ini adalah

untuk mendapatkan peraturan tentang suami mafqud yang memberi kepastian hukum

dan keadilan bagi istri.

26 Barda Nawawi Arief, “Perbandingan Hukum Pidana ”, 4-5.
%" Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 6-10.
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2. Regulasi Keperdataan di Indonesia dan Malaysia.

Regulasi keperdataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-
Undang No. 1 tahun 974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini
disebabkan regulasi keperdataan di Indonesia, khususnya tentang perkawinan bukan
hanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melainkan juga
Kompilasi Hukum Islam. Untuk regulasi keperdataan di Malaysia, penelitian ini

menggunakan Akta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah kemerdekaan, umat Islam di Indonesia tidak memiliki peraturan
yang mengatur tentang perkawinan. Saat itu, peraturan perkawinan yang tersedia
hanya berlaku untuk golongan-golongan tertentu. Peraturan yang tersedia itu adalah
Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCI), Ordonansi Perkawinan Kristen
yang berlaku untuk masyarakat Indonesia asli yang beragama Kristen dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku untuk warga keturunan Eropa dan
Cina, kemudian peraturan perkawinan Campuran (Staastsblad 1898 No. 158) atau
GHR.?® Kekosongan hukum dalam mengatur perkawinan untuk umat Islam di
Indonesia menyebabkan munculnya kasus-kasus perkawinan seperti perkawinan
anak-anak, dan penyalahgunaan talak dan poligami.

Keadaan ini memanggil pemerintahan saat itu untuk membuat peraturan
perkawinan bagi umat Islam. Pada tahun 1946, satu tahun setelah kemerdekaan,

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946

28 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013) 100.
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tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku bagi pulau Jawa dan
Madura. Setelah itu, Pemerintah Darurat R1 di Sumatera menyatakan undang-undang
tersebut juga berlaku di Sumatera.?® Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Menteri
Agama No. 4 Tahun 1947 untuk pelaksanaan undang-undang tersebut yang ditujukan
kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut juga berisi tentang
kewajiban PPN untuk mencegah perkawinan anak, menjelaskan kewajiban suami
yang berpoligami, kewajiban suami saat masa idah agar pasangan yang bercerai bisa
rujuk kembali.®® Pada tahun 1954, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-
Undang No. 32 Tahun 1954 yang menyatakan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946
berlaku bagi seluruh Indonesia.

Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan dibentuk pada tanggal
1 Oktober 1950 oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Surat Perintah
Menteri Agama No0.B/2/4299.*' Anggota dari panitia tersebut adalah orang-orang
yang dianggap paham akan hukum umum, hukum Islam dan Kristen dari berbagai
aliran. Ketua panitia ini adalah Tengku Hasan.** Selang empat tahun setelah
dibentuknya panitia tersebut, Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan Umat
Islam telah berhasil dibuat dan disampaikan oleh Mentri Agama, Muhammad llyas,

kepada kabinet pada September 1957. Saat menyampaikan rancangan undang-undang

% Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1992), 96.

%0 Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat,78-79.

31 Asro Soiroatmdojo, A Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang,
1978), 9.

*? Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat,176.
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tersebut beliau juga menyampaikan akan adanya amandemen dalam rancangan
tersebut. Akan tetapi sampai awal tahun 1958 belum ada tindakan apapun dari
pemerintah terkait undang-undang perkawinan tersebut.®

Beberapa anggota parlemen wanita yang dipimpin Soemari mengusulkan
inisiatif perkawinan di Indonesia harus menganut asas monogami. Inisiatif ini
diusulkan pada tahun 1958. Akan tetapi pada Oktober 1959, Soemari menarik
kembali usulannya. Soemari merasa usulannya tidak berpeluang untuk dibicarakan
meskipun sejumlah anggota DPR memberikan perhatian besar. Akan tetapi
perlawanan didapat dari Partai Islam terhadap rancangan asas monogami perkawinan.
Organisasi perempuan tidak menyetujui argumen yang membenarkan poligami.®
Faktor internal inilah yang menyebabkan Rancangan Undang-Undang gagal untuk
diundangkan. Faktor eksternalnya adalah adanya dekrit Presiden 5 Julli 1959 yang
menyebabkan kepada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hingga
berakhirnya Orde Lama, Rancangan Undang-Undang ini belum berhasil
diundangkan.®

Rancangan Undang-Undang Perkawinan kembali dibahas setelah adanya
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan ketetapan No.

XXVII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat (3) bahwa perlu segera diadakan

%% Hefni Efendi, Hukum Perkawinan Sebelum Dikeluarkannya UU Perkawinan di Indonesia,
https://www.academia.edu/30724657/Hukum_Perkawinan_Sebelum_Dikeluarkannya_UU_Perkawina
n_di_Indonesia, 7. Diakses tanggal 27 September 2020.

" Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda, (Bandung: Mandar Maju,
2002), 196-197.

% Hefni Efendi, Hukum Perkawinan Sebelum Dikeluarkannya UU Perkawinan di Indonesia,
https://www.academia.edu/30724657/Hukum_Perkawinan_Sebelum_Dikeluarkannya_UU_Perkawina
n_di_Indonesia, 7-8 diakses tanggal 27 September 2020.
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Undang-Undang Perkawinan.®*® Pembahasan dilakukan saat sidang 1967-1971
parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong). Terdapat dua Rancangan
Undang-Undang vang dibahas. Rancangan Undang-Undang tersebut adalah
Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam dari Departemen Agama, yang
diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong dan Rancangan Undang-
Undang ketentuan-ketentuan pokok Perkawinan dari Departemen Kehakiman yang
diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong.®” Pembahasan kedua
Rancangan Undang-Undang ini tidak berjalan lancar karena fraksi Katolik merasa
keberatan jika membahas Rancangan Undang-Undang yang menyangkut hukum
agama.*®

Departemen Kehakiman yang mewakili pemerintah telah merumuskan
Rancangan Undang-Undang Perkawinan dan mengajukan rancangan tersebut kepada
Dewan Perwakilan Rakyat pada 31 Juli 1973. Rancangan tersebut terdiri dari 15 bab
dan 73 pasal. Rancangan Undang-Undang ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang
pertama adalah untuk memberi kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan,
karena sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan hanya bersifat judge made law.
Kedua adalah melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan

dan harapan kaum wanita. Ketiga adalah untuk menciptakan Undang-Undang yang

% K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, (Jakarta: Balai Aksara, 1987), 2.

*” Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat,103.

% H.M Rasjadi , Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1974), 34.
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sesuai dengan tuntutan zaman.* Presiden Soeharto pada saat itu dengan Amanatnya
menarik kembali kedua Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang diajukan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong. Amanat ini dikeluarkan pada
tanggal 31 Juli 1973.%°

Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Departemen Kehakiman
pada tahun 1973 tidak serta merta disetujui oleh semua pihak. Perlawanan datang dari
organisasi dan tokoh agama Islam. Mereka berpendapat jika Rancangan Undang-
Undang tersebut bertentangan dengan agama, oleh karena itu sudah pasti Rancangan
Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan
Pancasila. Fraksi yang menolak dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah fraksi
Partai Persatuan Pembangunan karena Rancangan Undang-Undang tersebut
bertentangan dengan ajaran Islam.** Contoh peraturan di Rancangan Undang-Undang
yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah Pasal 2 ayat (1) Rancangan Undang-
Undang berbunyi ‘“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai
pencatat perkawinan.” Sedangkan dalam ajaran Islam sahnya perkawinan adalah
apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun dan syarat itu adalah adanya suami,
istri, saksi dua orang laki-laki, wali dan akad.

Rois ‘Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH. Muhammad Bisri

Syamsuri memprakarsai musyawarah alim ulama untuk pada tanggal 22 Agustus

% K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, (Jakarta: Balai Aksara, 1987), 27.

0 Amanat Presiden Republik Indonesia,
http://www.indolaw.de/Texte/RUU%20Perkawinan%201973.html diakses tanggal 30 September 2020.
* Amak FZ, Proses Undang-Undang Perkawinan, (Bandung: Al Ma’arif, 1976), 7.
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1973 di Jombang. Musyawarah ini membahas beberapa hal, diantaranya menolak
Rancangan Undang-Undang Perkawinan, mengusulkan perubahan pasal-pasal yang
bertentangan dengan ajaran Islam sekaligus menyertakan dalil dari Al Quran dan
Hadits. Hasil dari musyawarah ini sekaligus menjadi pegangan bagi Partai Persatuan
Pembangunan dan fraksinya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang
Perkawinan selanjutnya di Dewan Perwakilan Rakyat.*?

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkawinan mengalami perdebatan
yang alot karena semua kalangan baik dari umat Islam, Kristen, Organisasi
Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kewanitaan dan tokoh-tokoh
tingkat tinggi menaruh perhatian besar terhadap Rancangan Undang-Undang ini.
Sebagai contoh kelompok Nasrani menolak usulan Rancangan Undang-Undang yang
menggabungkan hukum negara dan hukum agama sebagaimana yang diusulkan oleh
KH. Muhammad Bisri Syamsuri. Kelompok Nasrani menolak penggabungan norma
hukum agama menjadi perundang-undangan. Argumen mereka sesuai dengan doktrin
gereja yang memisahkan hukum negara dari hukum agama.*

Setelah mengalami beberapa perubahan atas amandemen yang masuk dalam
panitia kerja, Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang diajukan pemerintah
diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan disidangkan dalam Sidang
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 22 Desember 1973. Dalam sidang

ini Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui disahkannya Rancangan Undang-Undang

*2 Amak FZ, Proses Undang-Undang Perkawinan, 34-35.
8 Hefni Efendi, Hukum Perkawinan Sebelum Dikeluarkannya UU Perkawinan di Indonesia, 10.
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Perkawinan yang sebelumnya para fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat juga
telah mengemukakan pendapatnya. Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang
disetujui ini diadakan perubahan perumusan dan penghapusan beberapa pasal yang
merupakan hasil kerja panitia kerja. Kemudian Rancangan Undang-Undang
Perkawinan ini disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 menjadi Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober
1975.* Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada
tanggal 1 Oktober 1975 sesuai dengan pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang berbunyi “(1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober
1975. (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan efektif
dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”*

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan pada
tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Rl ke2 Bapak Soeharto. Undang-undang ini
terdiri dari 16 Bab diantaranya dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan,
pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya
dan lain lain. Dalam tesis ini bab yang digunakan adalah bab putusnya perkawinan
yang terdapat di pasal 38 yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: a.
Kematian b. Perceraian dan c. Atas keputusan Pengadilan”. Adapun alasan perceraian

terdapat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 yang

* Nafi’ Mubarok, “Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, Al-Hukama The Indonesian
Journal of Islamic Family Law, 2, (Desember 2012), 155.
** peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 49.
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ditetapkan pada tanggal 1 April 1975 oleh Presiden Soeharto. Alasan perceraian di

Peraturan Pemerintah tersebut terdapat di pasal 19 yang berbunyi
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu
pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain
sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan
pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu
pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah sat pihak melakukan
kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e.
Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan
siteri terus menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.46

Akta Perkahwinan dan Perceraian disusun pada tahun 1976 untuk menjadi
Undang-Undang bagi penduduk non muslim di Malaysia. Hukum perdata penduduk
muslim di Malaysia diatur di Undang-Undang Keluarga Islam yang diundangkan di
tingkat negeri (provinsi).

Terdapat 14 provinsi di Malaysia. Ini berarti ke-14 provinsi ini mampu untuk
mengundangkan undang-undangnya masing-masing melalui anggota legislatifnya
untuk mengatur umat muslim di provinsinya. Kepala provinsi, yang di beberapa
negeri disebut sebagai Sultan, juga menjadi kepala agama di provinsi tersebut oleh

karena itu undang-undang tersebut membutuhkan persetujuan kepala provinsi

sebelum dilaksanakan.*’

¢ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

" Nn, “Joint Report On Muslim Family Law And Muslim Women’s Rights In Malaysia”, (69th
CEDAW Session Geneva, Switzerland February 2018), 5.
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Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984
diundangkan pada zaman pemerintahan Tun Mahathir. Pada saat pemerintahan Tun
Mahathir, kebijakan pemerintahannya berpusat kepada penekanan perkembangan
ekonomi yang bersandar kepada nilai-nilai Islam, akan tetapi kebijakan ini tidak
membawa posisi syariah / undang-undang islam kepada perubahan yang radikal.
Pembentukan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan)
1984 bertujuan untuk menyatukan dan membarui hukum perdata bagi umat muslim di
Malaysia. Upaya untuk menciptakan hukum keluarga yang seragam untuk diterapkan
di setiap provinsi, menurut sebagian elemen-elemen konservatif menjadi terlalu
radikal dalam langkah-langkah modernisasi dan tidak sesuai dengan syariah
tradisional, sebagai akibatnya tiga provinsi (Kelantan, Terengganu, dan Perak)
membatalkan ketentuan serupa dengan Akta Undang-Undang Keluarga Islam
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 atau dipertahankan memiliki hukum yang
belum direformasi, sehingga hanya diperlukan persetujuan pengadilan. Akibatnya,
meskipun Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan)
1984 dengan cepat ditiru oleh beberapa provinsi, tidak ada usaha untuk memperluas
cakupan undang-undang isalm, ianya tetap terbatas pada hukum perdata umat Muslim
di Malaysia.*®

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

berlaku efektif pada tanggal 29 April 1987. Akta ini disetujui oleh Raja Malaysia

*® Andrew Harding, “Sharia and National Law in Malaysia” dalam “Sharia Incorporated a
Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present”,
(Leiden University Press; 2010), 503.
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(Yang Di-Pertuan Agong) Sultan Iskandar bin Sultan Ismail pada tanggal 28 Juni
1984. Administrasi yang berkaitan dengan agama Islam berada di bawah kekuasaan
pemerintah provinsi (di Malaysia disebut negeri). Oleh karena itu, akta ini berlaku
untuk wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan.

Akta ini terdiri dari 10 bagian dan 135 seksyen (pasal). Pemutusan

perkawinan terdapat di bagian 5. Perkara suami mafqud terdapat di pasal 53.
. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal yang pasti ketentuan atau ketetapan. Hukum secara
hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman
kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat
adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian
hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan

sosiologi.*®

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatis yang
didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung
melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut
pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini,

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.*

* Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta:
Laksbang Pressindo, 2010), 59.

%0 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Toko
Gunung Agung, 2000), 82-83.
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Hukum dalam aliran positivistik mengharuskan adanya ‘keteraturan”
(regularity) dan “kepastian” (certainty) guna menyokong bekerjanya sistem hukum
dengan baik dan lancar.>! Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai
agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi)
dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order),
menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan
menegakkan wibawa penguasa di hadapan pandangan warga negara.>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian
tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia
menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau
menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan
hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat
dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan
bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu
hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk,
melainkan bukan hukum sama sekali.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan

*! Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik antara Asas Kepastian Hukum (legal Certainpi)
dengan Asas Keadilan (Substansial Justice) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi,
(Yogyakarta: Tesis Magister IImu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), 34.

>2 A, Ridwan Halim, Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 166.
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apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi
individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat
umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan
oleh negara terhadap individu.”®

Untuk dapat menetapkan peraturan yang bersifat umum, rasa keadilan
masyarakat sedikit banyak harus dikorbankan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat
kepastian hukum. Van Apeldoorn menyebutkan dua segi tentang kepastian hukum.
Yang pertama ialah kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang
berlaku untuk masalah-masalah yang konkret. Dengan dapat ditentukannya peraturan
hukum untuk masalah-masalah yang konkret, pihak-pihak yang berperkara sudah
dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan digunakan dalam
sengketa tersebut. Yang kedua ialah, kepastian hukum berarti perlindungan hukum.
Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan
penghakiman. Ini berarti, adanya kepastian hukum juga membatasi pihak-pihak yang
mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupn seseorang yaitu hakim
dan pembuat peraturan.>*

Kepastian hukum adalah “sicherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang
hukum itu sendiri). Menurut Satjipto Rahardjo ada empat yang berkaitan dengan
makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah

perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan kepada fakta, bukan suatu

%3 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.
>* Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 97-98.
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rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan
baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas
sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah
dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah.>

Menurut E. Fernando M. Manullang kepastian hukum dapat tercapai jika dua
unsurnya telah terpenuhi. Unsur yang pertama ialah hukumnya (undang-undang) itu
sendiri. Dalam arti, hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir. Unsur yang
kedua adalah kekuasaan itu sendiri, yang memberlakukan hukum (undang-undang)
itu. Maksudnya adalah kekuasaan itu tidak boleh secara semena-mena menerapkan
hukum yang retroaktif, dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas. Selain diikuti
dengan sebuah struktur kekuasaannya yang berdasar trias politica, sehingga bisa
menjamin adanya kepastian hukum.®

Kepastian hukum dalam penelitian ini adalah untuk memberi kejelasan
langkah kepada istri yang suaminya mafqud atau hilang. Kejelasan langkah yang
harus diambil istri yang suaminya mafqud adalah untuk memberi keadilan bagi istri
yang suaminya mafqud. Selain itu, untuk membedakan putusnya perkawinan antara
status suami ghaib dan mafqud. Putusnya perkawinan pada perkara suami ghaib

adalah fasakh nikah dan pada perkara suami mafqud adalah kematian.

. Suami Mafqud

% Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, (Jakarta: UKI Press, 2006), 135-136.
% E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, (Jakarta: Prenamedia Group,
2019) 178.
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1. Definisi Suami Mafqud

Mafqud menurut pengertian bahasa berasal dari Bahasa Arab 3 yang
memiliki arti hilang atau tiada. Sedangkan dalam kamus istilah fikih, mafqud adalah
orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, seperti orang yang
meninggalkan keluarganya untuk shalat pada malam hari atau ke suatu tempat yang
kemudian tidak kembali lagi.”’

Kata 3 terdapat di QS Yusuf (12) : 72

Fie 54y Ul s (om 4y Gl cllall 1500 S350

Artinya: Mereka menjawab, “kami kehilangan piala raja dan siapa yang
mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku
jamin itu o8

Ibnu Humam al-Hanafi dalam kitab Fath Al Qadir Juz 6, mafqud diartikan
oleh Ulama Hanafiyah sebagai “orang yang tidak diketahui hidup dan matinya”.
Ulama Malikiyah Abu Bakar bin Hasan al Kasynawi dalam kitab Ashal al Mudarik
Juz 1 menjelaskan bahwa mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan
mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus mengenai orang yang
hilang tersebut. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya Al Figh wa Adillatuhu Juz 9,

menjelaskan mafqud ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup

yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur. Dari

% Novita Dwi Lestari, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi’i tentang Batasan
Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud,” Jurnal Islam Nusantara, 1, (januari-Juni 2018), 132.
% https://quran.kemenag.go.id/sura/12. Diakses tanggal 1 Oktober 2020.
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beberapa definisi di atas dapat dipahami pengertian mafqud sebagai seseorang yang
hilang dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti serta hidup matinya.

Dalam fikih Klasik, jika seorang suami meninggalkan istrinya tanpa
diketahui kabar keberadaannya serta hidup matinya maka seseorang tersebut
dikatakan mafqud. Adapun jika orang tersebut hanya meninggalkan tempat
kediamannya dan tak kembali, akan tetapi hidup matinya masih dapat diketahui maka

orang tersebut dikatakan ghaib.*
2. Pendapat Ulama Madzhab Tentang Status Isteri Orang Mafqud dan Ghaib

Fenomena perginya suami dari rumah sudah terjadi dari zaman Nabi
Muhammad SAW. Oleh karena itu, Ulama zaman dahulu telah memiliki pendapat
tentang perginya suami dari rumah. Penelitian ini akan memfokuskan kepada
pendapat Ulama Syafi’iyah karena Indonesia lebih condong kepada madzhab Syafi’i.
Hal ini dikarenakan penyebar agama Islam yang pertama kali di Indonesia
bermadzhab Syafi’i.®°

Imam Mawardi dari Ulama Syafi’iyah menyebutkan jika perginya suami dari
rumah terdapat dua keadaan. Yang pertama adalah jika suami pergi meninggalkan
rumah akan tetapi masih didapatkan kabarnya dan masih diketahui hidupnya, dalam
hal ini si istri tidak diperbolehkan menikah lagi meskipun jangka waktu perginya

suami itu lama dan meskipun si suami meninggalkan harta untuk istri memenuhi

% Jauharil Ulya, “Status Hukum Istri Orang Mafqud Ghaib” 2.

% Nasih Nasrullah, “Mengapa Umat Islam Bermadzhab Syafi’i? Ini Jawabannya”,
https://republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/16/06/02/084jwk320-mengapa-umat-islam-
indonesia-bermazhab-syafii-ini-jawabannya, diakses tanggal 27 September 2020.
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kebutuhan hidupnya atau tidak. Keadaan kedua adalah perginya suami yang tidak
dapat diketahui lagi kabarnya serta hidup dan matinya meskipun berbeda keadaan
perginya, sama ada masih tingogal di negara yang sama atau sudah keluar dari
negaranya melalui perjalanan darat atau perjalanan laut. Sama ada kendaraannya
hancur atau hilang ketika perang, keadaan ini disebut mafqud. Dalam keadaan
mafqud, harta suami yang mafqud tidak boleh digunakan dan diwariskan. Jika
perginya suami dalam waktu yang lama, serta tidak diketahui kabarnya terdapat
perbedaan pendapat tentang nasib istri tersebut.®*

Perbedaan keadaan perginya suami dari rumah juga disebutkan di kitab “Al
Mausu’ah Al Fighiyyah Al Kuwaitiyyah”. Buku tersebut menyebutkan tiga keadaan
perginya suami dari rumah. Yang pertama adalah ghaib yang memiliki pengertian
suami yang pergi meninggalkan rumahnya dan tidak kembali lagi akan tetapi hidup
dan matinya masih diketahui. Yang kedua adalah mafqud yang memiliki pengertian
suami yang pergi dari rumah dan tidak diketahu hidup dan matinya. Yang ketiga
adalah mahbus yang memiliki arti suami yang terbukti bersalah dan dihukum penjara
selama beberapa tahun.®?

Perbedaan keadaan perginya suami dari rumah menyebabkan kepada
perbedaan langkah yang dapat dilakukan istri. Untuk istri yang suaminya ghaib,
Ulama Syafi’iyah berpendapat jika istri tersebut tidak mempunyai hak untuk

menggugat cerai dengan alasan suaminya ghaib. Pendapat ini didasarkan kepada hak

% Imam Al Mawardi, “Al Haawi Al Kabiir”, (Libanon: Dar El Kutub Al ‘Ilmiyah, 1994), Juz 11, 316.
62 Wazaratu al Awqaf wa al Syu’un al Islamiyah, “Al Mausu’ah Al Fighiyyah Al Kuwaitiyyah”,
(Kuwait: Wazaratu al Awqaf wa al Syu’un al Islamiyah, 1983), Juz 29, 62.
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hubungan seksual yang berkelanjutan antara suami dan istri menjadi hak suami. Jadi
jika suami telah menyetububhi istrinya satu kali, maka suami tersebut tidak bersalah di
hadapan hakim. Hal ini dikarenakan hak istri untuk berhubungan seksual hanya perlu
ditunaikan satu kali saja.®®

Istri yang suaminya mafqud, Ulama Syafi’iyah memiliki dua pendapat.
Pendapat yang pertama adalah istri diharuskan menunggu selama empat tahun dengan
putusan hakim, kemudian hakim memutuskan kematian suami yang mafqud tersebut
khusus terkait hak atas istrinya, setelah itu istri beridah dengan idah wafat selama
empat bulan 10 hari. Jika telah habis masa idahnya, maka istri dieprbolehkan
menikah lagi. Ini adalah pendapat Ulama Syafi’iyah di Qoul Qodim. Pendapat ini
didasarkan kepada QS Al Bagarah 2:231 yang berbunyi:

153583 1) e G 380 ¥

Artinya: dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi
mereka.®* Maksud dari ayat ini adalah jika istri dibiarkan menjadi istri kepada suami
yang mafqud, maka akan menyebabkan bahaya bagi istri tersebut.

Tujuan dari istri harus menunggu selama empat tahun untuk dapat
menetapkan kematian suaminya yang mafqud adalah waktu yang paling banyak

digunakan untuk mengetahui rahim istri bersih dari janin. Untuk idah selama empat

%3 Wazaratu al Awqaf wa al Syu’un al Islamiyah, “Al Mausu’ah Al Fighiyyah Al Kuwaitiyyah”, 62.
® https://quran.kemenag.go.id/sura/2/231 diakses tanggal 2 Oktober 2020.



https://quran.kemenag.go.id/sura/2/231

36

bulan sepuluh hari karena pemutusan perkawinan antara suami mafqud dan istri
adalah dengan keputusan kematian suami mafqud bukan karena talak.®®

Pendapat yang kedua adalah istri masih menjadi istri yang sah bagi suami
yang mafqud, masih terikat tali perkawinan dengan suami yang mafqud sampai
datangnya suami mafqud tersebut meskipun hilangnya suami tersebut dalam jangka
waktu yang lama, selama belum ada keyakinan atas kematian suaminya tersebut. Ini
adalah pendapat Ulama Syafi’iyah di Qoul Jadid.®® Pendapat ini didasarkan kepada
Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

gl s a3 £ s adde 1 s 1 330 06
Artinya: seorang wanita yang kehilangan (suaminya) tetap sebagai istrinya sampai
datang kabarnya (HR Al-Daruqutniy).®’

Peneliti berpendapat jika pendapat Ulama Syafi’iyah tentang nasib istri yang
suaminya ghaib tidak memperjuangkan hak perempuan karena istri tidak boleh
menggugat cerai, istri harus menunggu kedatangan suami meskipun suami pergi
dalam jangka waktu yang lama. Dalam keadaan suami ghaib, istri tidak mendapat
nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga anak-anaknya. Meskipun
suami telah meninggalkan harta untuk menafkahi istri, akan tetapi harta tersebut
lambat laun akan habis dan kebutuhan istri tidak dapat terpenuhi. Seperti yang telah
disebutkan sebelumnya, tujuan perkawinan adalah untuk menjaga dan memelihara

perempuan dari kebinasaan. Suami wajib memenuhi kebutuhan hidup istrinya. Jika

% Imam Al Mawardi, “Al Haawi Al Kabiir”, 318.
% Imam Al Mawardi, “Al Haawi Al Kabiir”, 317.
®7 https://islamic-content.com/hadeeth/2191/id diakses tanggal 3 Oktober 2020.
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suami pergi dari rumah dan tidak memberikan nafkah untuk istrinya, maka tujuan dari
perkawinan tidak dapat dicapai. Untuk kasus suami ghaib, peneliti setuju dengan
pendapat Ulama Hanabilah yang menyebutkan jika istri boleh menggugat cerai ke
pengadilan jika suami pergi meninggalkan rumah selama enam bulan atau lebih
karena hak berhubungan seksual adalah hak istri, sehingga suami wajib
melaksanakannya kecuali suami memiliki penyakit yang menyebabkan ia tidak
mampu melaksanakannya. Syarat lain adalah perginya suami dari rumah tanpa alasan
yang sah, seperti pergi dari rumah bukan karena melaksanakan ibadah haji atau
berniaga. Selain itu, Ulama Hanabilah juga menyebutkan syarat lain
diperbolehkannya istri menggugat cerai suami yang ghaib, syarat tersebut adalah
kekhawatiran kepada istri akan mendapat bahaya dari ghaibnya suami. Seperti
ditakutkan istri akan berzina dengan laki-laki lain ketika suami pergi meninggalkan
rumah. Pemutusan perkawinan yang digugat oleh istri yang suaminya ghaib dan
dikabulkan oleh hakim menurut Ulama Hanabilah adalah fasakh nikah.®®

Pada kasus suami mafqud, peneliti setuju dengan pendapat Ulama Syafi’iyah
di Qoul Qodim. Pendapat Ulama Syafi’iyah di Qoul Qodim memberikan keadilan
bagi istri yang suaminya mafqud karena jelas batas waktu yang ditentukan untuk
memutuskan kematian suami mafqud. Akan tetapi, penentuan kematian suami
mafqud ini harus dengan putusan hakim. Jika istri telah menunggu selama empat
tahun akan tetapi ia tidak mengajukan kematian ke pengadilan, maka istri tersebut

masih menjadi istri yang sah kepada suami yang mafqud tersebut. Ketika istri telah

% Wazaratu al Awqaf wa al Syu’un al Islamiyah, “4! Mausu’ah Al Fighiyyah Al Kuwaitiyyah”, 63-64.
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mengajukan penetapan kematian suaminya ke pengadilan dan hakim telah
memutuskan demikian, istri kemudian beridah dengan idah wafat karena pemutusan
perkawinan suami dan istri dalam kasus mafqud adalah karena kematian, bukan talak
atau fasakh.®® Penjelasan tentang langkah yang dapat diambil istri apabila suami
ghaib atau mafqud memiliki persamaan, yaitu putusnya perkawinan mereka harus
diputuskan oleh hakim. Jika hakim telah memutuskan fasakh nikah untuk istri yang
suaminya ghaib atau kematian bagi suami mafqud maka istri-istri tersebut
menjalankan idah yang sesuai dengan jenis putusnya perkawinan mereka. Setelah
habis tempoh idah mereka, barulah mereka diizinkan untuk menikah lagi.

Jika suami mafqud yang telah diputuskan kematiannya oleh hakim ternyata
masih hidup, jika istrinya belum menikah lagi, maka istri tersebut masih menjadi
miliknya. Demikian juga ketika istri telah menikah lagi, dan suami yang kedua
mengetahui jika suami yang mafqud tersebut masih hidup maka istri tersebut menjadi
istri kepada suami yang mafqud. Akan tetapi jika istri telah menikah lagi dan suami
yang kedua tidak mengetahui jika suami mafqud tersebut masih hidup dan mereka
telah berhubungan seksual maka istri tersebut milik suami kedua. Jika istri belum

berhubungan seksual dengan suami kedua maka istri adalah milik suami mafqud.”

%9 Wazaratu al Awqaf wa al Syu’un al Islamiyah, “4l Mausu’ah Al Fighiyyah Al Kuwaitiyyah”, 66.
® Wazaratu al Awqaf wa al Syu’un al Islamiyah, “Al Mausu’ah Al Fighiyyah Al Kuwaitiyyah”, 66.
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D. Kerangka Berpikir
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
Peraturan suami mafqud di
Suami ManUd dalam RegUIaSi Indonesia yang belum
Kepel’dataan di Indonesia dan MalaySia d||engkap| dengan batas
Perspektif Teori Kepastian Hukum > minimal perginya suami dari
rumah untuk dapat ditetapkan
kematiannya
¢ %
. )
Menjelaskan pengaturan suami
mafqud d_' IndoneSIa.yang dapat Menganalisis peraturan suami mafqud
memberlka_n kepastian hukum < di Indonesia dan Malaysia dengan
bagi perempuan teori kepastian hukum
- /

Bagan di atas adalah kerangka berpikir yang digunakan di penelitian ini.
Topik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Suami Mafqud dalam Regulasi
Keperdataan di Indonesia dan Malaysia Perspektif Teori Kepastian Hukum. Peneliti
akan menyelesaikan persoalan hukum peraturan mafqud di Indonesia dengan
membandingkan peraturan di Indonesia dan Malaysia menggunakan teori kepastian
hukum. Kemudian peneliti menjelaskan pengaturan suami mafqud di Indonesia yang

dapat memberikan kepastian hukum bagi perempuan.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



BAB IlII

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Cara kerja keilmuan ditandai dengan penggunaan metode. Van Peursen
menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula metode diartikan
sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, menjadi: penyelidikan atau penelitian
berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Dalam dunia riset, penelitian merupakan
aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat
ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang
dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait.

Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian
ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus lebih dulu
mengetahui konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya) dan
metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut. Lebih jelasnya, dalam suatu penelitian
ilmu hukum, konsep dasar ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan isi ilmu hukum
haruslah sudah dikuasai. Selanjutnya, baru penguasaan metode penelitian sebagai
pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengemban ilmu hukum.”

Berdasarkan fokus masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan pada

penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute

™ Dr Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2006), 25-26.
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Approach) karena penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, selain itu juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan
Hukum Perdata BW. Dalam menentukan Undang-Undang mana yang bisa diambil
untuk menyelesaikan masalah suami mafqud di Indonesia maka peneliti harus
menggunakan asas-asas yang terdapat di pendekatan perundang-undangan seperti lex
posterior derogate legi priori.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga
menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) atau studi
perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, pengertian dari pendekatan perbandingan
yang diambil adalah pengertian Gutteridge, yaitu perbandingan hukum merupakan
suatu metode studi dan penelitian hukum. Gutteridge membagi pendekatan
perbandingan ke dua macam vyaitu perbandingan hukum deskriptif yang tujuan
utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan
yang memiliki sasaran tertentu,’® yaitu memberi kepastian hukum terhadap masalah

hukum suami mafqud di Indonesia dengan mengambil peraturan di Malaysia.

Penelitian ini membandingkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia
dan Malaysia adalah karena mayoritas penduduk Indonesia dan Malaysia beragama
islam meskipun sistem hukum yang dianut keduanya berbeda. indonesia menganut

sistem hukum civil law dan Malaysia menggunakan sistem hukum common law.

2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 172.



42

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif mengacu kepada judul dan

perumusan masalah. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun

secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya

dengan masalah yang diteliti.

. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder,

yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah

dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran,

majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1.

Va

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan)
1984

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam
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Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Putusan No. 0049/Pdt.P/2018/PA .Jepr

Akta  Pentadbiran  Undang-Undang Islam  (Wilayah-Wilayah

Persekutuan) 1993

10. Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan)

1998

. Bahan Hukum sekunder, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum

primer, seperti

1.

2.

£

4.

Al Qur’an
Al Sunnah
Pendapat Ulama tentang suami mafqud

Hasil karya ilmuwan yang relevan dalam penelitian ini

. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

1.

2.

Kamus hukum

Penjelasan teman
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C. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui
dokumentasi, yaitu mencari bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa buku,
catatan, transkrip, dan lain sebagainya.” Teknik pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan seluruh bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder maupun bahan hukum tersier yang sesuai dengan persoalan hukum
peraturan suami mafqud di Indonesia, kemudian menganalisisnya dengan
komprehensif.”

Pengumpulan data dilakukan dengan media luar jaringan maupun dalam
jarigan. Media luar jaringan dengan membaca buku, baik di perpustakaan maupun di
tempat pribadi peneliti. Media dalam jaringan dengan mencari jurnal-jurnal,

penelitian terdahulu yang tersebar banyak di internet.
D. Analisis Data

Analisis bahan hukum adalah mengorganisasikan dan mengurutkan bahan
hukum ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar.”” Bahan hukum yang sudah
diperoleh untuk penelitian ini, akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa,
sehingga disajikan dalam penelitian yang sistematis untuk menjawab persoalan

hukum yang diteliti. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu

Arikunto, Suharsini, “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik ”, (Jakarta: Rieneka Cipta,
2002), 274.

" Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 392.

7 Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 274.
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menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan
konkret yang dihadapi.”® Selanjutnya, bahan hukum yang ada, dianalisis untuk
menjawab persoalan hukum tentang peraturan suami mafgud di Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Analisis data-data tersebut dilakukan dengan
proses:

1.  Pengeditan (Editing)

Pengeditan adalah langkah awal yang dilakukan oleh peneliti. Pengeditan
dilakukan dengan memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh sehingga semua
data yang telah didapatkan kemudian dikumpulkan dengan baik. Pengeditan
bertujuan merangkum dan memilah bahan hukum pokok untuk disesuaikan dengan
fokus penelitian. Hal ini harus dilakukan karena tidak semua informasi yang
diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang
berkaitan dengan peraturan-peraturan suami mafqud di Indonesia dan di Malaysia
dirangkum dan dipilah sesuai fokus penelitian.

Pada tahap pengeditan, data-data yang didapatkan dari Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1984, kitab-kitab fikih klasik, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan
suami mafqud dikumpulkan, berikutnya peneliti menganalisis data-data yang sudah

dikumpulkan serta memfokuskan penelitian pada peraturan suami mafqud di Indonesia dan

Malaysia dengan menggunakan pisau analisis kepastian hukum.

’® Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 393.
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2.  Kilasifikasi (Classifying)

Mereduksi data yang telah ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data
yvang telah diperoleh dalam pola atau permasalahan tertentu untuk mempermudah
pembahasannya.”’ Langkah kedua ini dilakukan dengan cara data-data penelitian
diperiksa kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan-
kebutuhan penelitian, yaitu peraturan suami mafqud di Indonesia dan Malaysia agar
memudahkan peneliti dalam membaca data-data tersebut.

3. Verifikasi (Verifying)

Data-data yang sudah di kumpulkan dari kitab-kitab klasik, buku-buku, dan
jurnal diverifikasi kebenarannya dengan melihat siapa penulisnya, tempat terbit dan
tahun diterbitkan untuk dilihat kemutakhiran dari data yang dikumpulkan. Selain itu,
peraturan perundang-undangan diverifikasi keberlakuannya dengan melihat tahun
dibentuknya. Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti membutuhkan bahan
hukum, oleh karena itu dalam pengambilan data-data dari Kitab-kitab dan buku-buku
serta jurnal peneliti lebih mengutamakan referensi yang terbaru yang berkaitan
dengan peraturan suami mafqud di Indonesia dan Malaysia.

4. Analisis (Analyzing)

Analisis merupakan proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih

mudah dibaca dan juga lebih mudah diinterpretasikan.’® Jenis penelitian ini adalah

penelitian normatif, maka tahapan akhir yang dilakukan peneliti adalah mengkaji

" Nana Sudjana Dan Awal Kusuma, “Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi
Tenaga Pengajar ”, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 6.
"8 Masri Singaribun Dan Sofyan, “Metode Penelitian Survey”, (Jakarta: Lp3es, 1987), 263.
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data-data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan serta yang telah terverifikasi,
dengan memaparkan bahan hukum mengenai peraturan suami mafqud di Indonesia
dan Malaysia dengan menggunakan asas perundang-undangan lex posterior derogate
legi priori. Kemudian peneliti menganalisis peraturan suami mafqud di Indonesia
dan Malaysia menggunakan teori kepastian hukum.

5. Kesimpulan (Concluding)

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara menarik poin-poin penting dari
data-data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti. Kesimpulan dilakukan
untuk menghasilkan gambaran peraturan suami mafqud di Indonesia dan Malaysia
yang telah dianalisis dengan teori kepastian hukum secara ringkas, jelas, dan mudah

dipahami.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep Suami Mafqud Dalam Hukum Keperdataan di Indonesia dan Malaysia

Fenomena perginya suami dari rumah juga banyak terjadi di Indonesia.
Pernyataan ini dikuatkan oleh data yang diambil dari Pengadilan Agama Malang.
Data tersebut menyebutkan pada tahun 2016 terdapat 195 perkara cerai dikarenakan
pasangan tidak diketahui keberadaannya.”” Oleh karena itu, peneliti akan
menyebutkan peraturan yang mengatur tentang suami mafqud di Indonesia. Peraturan
yang akan disebutkan dalam penelitian ini tidak hanya terbatas kepada Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena penelitian ini menggunakan
pendekatan undang-undang sehingga semua peraturan yang berkaitan dengan suami
mafqud akan disebutkan di penelitian ini.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada awal kemerdekaan, untuk
peraturan tentang perkawinan, Indonesia menggunakan Kitab Hukum Undang-
Undang Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen, peraturan perkawinan Campuran.
Penelitian ini akan membahas peraturan yang terdapat di Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tentang

orang. Pasal 209 dari kitab undang-undang ini menyebutkan

" Laporan Tahun 2016 Pengadilan Agama Malang kelas 1A,
https://drive.google.com/file/d/16Boyi5c-_6DzggTo2X01HO6_GY2jEqEu/view diakses tanggal 6 Mei
2020.

48



49

“Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan hanyalah
sebagai berikut: 1. Zinah, 2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan
iktikad jahat, 3. Penghukuman dengan hukuman lima tahun lamanya atau
degan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan, 4.
Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri
terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa
pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka
yang membahayakan.”®

Alasan kedua dari peraturan di atas sesuai dengan definisi dan syarat suami ghaib
yang disebutkan oleh Ulama Hanabilah. Akan tetapi jangka waktu yang ditentukan
untuk perginya suami dari rumah lebih lama.

Pasal 211 menjelaskan lebih lanjut tentang alasan kedua yang berbunyi

“Dalam hal telah dilakukannya perbuatan meninggalkan tempat tinggal
bersama dengan itikad jahat seperti pun dalam hal adanya perubahan tempat
tinggal atau tempat kediaman sebenarnya setelah timbulnya alasan untuk
menuntut perceraian, maka tuntutan itu boleh dimajukan kepada Pengadilan
tempat kediaman mereka bersama yang terakhir.

Tuntutan untuk perceraian berdasar atas meninggalkan dengan itikad jahat
dapat dikabulkan, apabila si suami atau si istri yang telah meninggalkan
tempat tinggal bersama tanpa alasan sah itu, tetap menolak kembali lagi
pada istri atau suaminya.

Tuntutan untuk itu tak boleh dimulai sebelum lewat waktu lima tahun
lamanya, terhitung mulai saat rumah kediaman bersama ditinggalkannya.
Sekiranya kepergian itu mempunyai dasar alasan yang sah, maka tenggang
waktu selama lima tahun, dihitung mulai saat berakhirnya alasan itu.”®

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang pernyataan
kematian suami mafqud. Peraturan ini sesuai dengan definisi suami mafqud.
Peraturan tentang pernyataan kematian suami mafqud terdapat di pasal 467-471 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 467 berbunyi

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 209.
81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 211.



“Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak
memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus
harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-
kepentingan itu, dan apabila lima tahun telah lewat, setelah
keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah diperoleh
kabar terakhir yang membuktikan, bahwa pada waktu itu ia masih hidup,
sedangkan dalam waktu lima tahun itu tak pernah terdapat tanda-tanda
tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi, maka, tak
pedulilah, apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-
tindakan sementara, si yang demikian tak hadir tadi, atas permintaan para
yang berkepentingan dan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Negeri
tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh dipanggil guna menghadap di muka
Pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan
berlaku buat tenggang waktu selama tiga bulan atau sedemikian lebih lama,
sebagaimana Pengadilan kiranya berkenan memerintahkannya.

Apabila atas panggilan itu tidak menghadap, baik si yang meninggalkan
tempat tinggalnya, maupun orang lain untuknya guna menerangkan bahwa
ia masih hidup, maka pemanggilan seperti di atas untuk kedua kalinya harus
diizinkan dan setelah ini, dalam hal seperti di atas harus diizinkan sekali lagi
pemanggilan ketiganya.

Semua panggilan itu tiap-tiap kali harus dilakukan dengan cara
mengiklankannya dalam surat-surat kabar yang dengan tegas oleh
Pengadilan telah ditunjuk tatkala Pengadilan memberikan izinyang pertama,
pun panggilan-panggilan itu tiap-tiap kali harus dilekatkan pula pada pintu
utama tempat persidangan Pengadilan Negeri dan pada gedung kantor
keresidenan, dalam daerah keresidenan mana si yang tak hadir mempunyai
tempat tinggalnya terakhir.”®?

Pasal 468 berbunyi

“Apabila atas panggilan yang ketiga kali tidak datang menghadap, baik si
yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuknya guna
membuktikan, bahwa ia masih hidup, maka atas tuntutan Jawatan
Kejaksaan, dan setelah mendengar Jawatan tersebut, Pengadilan boleh
menyatakan, tentang adanya dugaan hukum, bahwa orang itu telah
meninggal dunia semenjak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat
tinggalnya, atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya, hari
mana harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.”® Pasal 469 berbunyi
“Sebelum mengambil putusan, dan jika perlu pun setelah pemeriksaan
saksi-saksi yang untuk itu diperintahkan dan diadakan dengan hadir Jawatan

82 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 467.
8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 468.
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Kejaksaan, Pengadilan Negeri harus memperhatikan akan sebab-sebab
ketidakhadiran ini, pula akan sebab-sebab yang boleh jadi telah merintangi
penerimaan kabar dari si yang tak hadir dan akan segala hal ikhwal lain
berkenaan dengan dugaan kematian.

Berhubung dengan segala sesuatu tersebut di atas, Pengadilan Negeri boleh
menangguhkan putusannya sampai selama-lamanya lima tahun lebih dari
pada tenggang waktu tersebut dalam pasal 467, pun boleh memerintahkan
pemanggilan-pemanggilan sedemikian lebih lanjut dan penempatan-
penempatannya dalam surat kabar, sebagaimana guna kepentingan si yang
tak hadir Pengadilan kiranya perlu menimbangnya.”®*

Pasal 470 berbunyi,

“Jika terjadi orang tatkala ia meninggalkan tempat tinggalnya telah
mengangkat seorang kuasa guna mewakili mengurus harta kekayaannya,
atau telah mengatur pengurusan harta kekayaan itu, dan apabila sepuluh
tahun telah lewat setelah berangkatnya, atau setelah kabar terakhir tentang
masih hidupnya, sedangkan dalam waktu sepuluh tahun itu pernah terdapat
tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya, maka si yang
demikian tak hadir itu, atas permintaan para yang berkepentingan, boleh
dipanggil dan boleh dinyatakan ada dugaan hukum bahwa orang itu telah
meninggal dunia, dengan cara dan menurut ketentuan-ketentuan dalam tiga
ayat yang lalu. Tenggang waktu selama sepuluh tahun itu diharuskan, pun
sekiranya kuasa yang diangkat atau aturan yang diadakan oleh si yang tak
hadir lebih dahulu telah berakhir.

Sementara itu dalam hal yang terakhir, pengurusan harus diselenggarakan
dengan cara seperti teratur dalam bagian kesatu bab Nl

Pasal 471 berbunyi, “Pernyataan tentang kematian atas dugaan harus
diumumkan dengan surat-surat kabar yang sama dalam mana segala pemanggilan
telah diiklankannya.”® Pasal-pasal 467-471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
bukan hanya mengatur tentang seseorang yang bisa diputus dengan kematian. Akan
tetapi pasal-pasal tersebut juga menjelaskan tentang hukum acara dalam menetapkan

kematian dunia suami yang telah pergi dari rumahnya atau suami mafqud.

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 469.
8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 470.
8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 471.
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Pemanggilan kepada orang yang hilang dilakukan selama tiga kali dalam tenggang
masa tiga bulan. Jika ia tak hadir maka pengadilan bisa menetapkan kematian bagi
orang vang hilang tersebut. Akan tetapi, setelah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, peraturan ini sudah tidak dapat digunakan untuk
pemutusan perkawinan karena adanya asas peraturan perundang-undangan yang
berbunyi lex posterior derogate legi priori, yang memiliki arti peraturan perundang-
undangan yang kemudian menghapus peraturan perundang-undangan yang dahulu.®’
Selain karena adanya asas peraturan perundang-undangan tersebut, Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur perkawinan tidak lagi berlaku karena
sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
berbunyi

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya

Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukun Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan

Indonesia Kristen (Hiiwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No.

74) Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Hiiwelijken

S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang

perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak

berlaku”.%®

Putusnya perkawinan di Indonesia diatur di Pasal 38 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: a.

Kematian; b. Perceraian; c. atas keputusan pengadilan.”® Alasan dibolehkannya

melakukan perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

8 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 141.
8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66.
8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38.
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Perkawinan terdapat di Pasal 39 Penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang disebut kembali di Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Alasan cerai karena suami pergi meninggalkan rumah terdapat di ayat
(2) dari masing-masing pasal yang berbunyi “salah satu pihak meninggalkan pihak
lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang
sah atau karena hal lain di luar kemampuamnya.”90

Alasan dibolehkannya mengajukan cerai ke pengadilan juga diatur di
Kompilasi Hukum Islam. Untuk perkara suami pergi meninggalkan rumah
disebutkandi pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemarnpuannya.”91

Pasal ini dapat dipahami sebagai salah satu pihak pergi meninggalkan rumah
selama dua tahun berturut-turut tanpa pernah kembali. Untuk keadaan perginya salah
satu pihak, terdapat dua keadaan. Keadaan pertama adalah pergi meninggalkan rumah
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Keadaan kedua adalah pergi
meninggalkan rumah atas izin pihak lain dan dengan alasan yang sah, akan tetapi

terdapat hal lain di luar kemampuannya. Maksud dari hal lain di luar kemampuannya

adalah salah satu pihak sudah tidak sabar menanti kedatangan pihak yang pergi

% penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39. Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 19.

%! Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
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meninggalkan rumah.® Pasal ini memiliki dua tafsir, yaitu suami ghaib dan suami
mafqud. Sehingga perlu ditetapkannya batas minimal perginya suami dari rumah
untuk dapat ditetapkan kematiannya bagi suami mafqud agar istri yang suaminya
mafqud mendapatkan keadilan.

Kematian yang diputuskan oleh Pengadilan disebutkan di pasal 96 dan pasal
171 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 (2) berbunyi “Pembagian harta bersama bagi
seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan
sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar
putusan Pengadilan Agama.”®® Pasal 171 (b) berbunyi “Pewaris adalah orang yang
pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan
beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Pasal 96
membahas tentang harta bersama dan pasal 171 (b) membahas tentang kewarisan.
Kedua pasal ini tidak membahas tentang pemutusan perkawinan karena suami
mafqud.

Peraturan lain tentang suami mafqud atau kematian yang diputuskan oleh
pengadilan terdapat di pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan menyebutkan “Dalam hal terjadi ketidakjelasan
keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,

pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya putusan

% Jauharil Ulya, Status Hukum Isteri Orang Mafqud/Ghaib, 6-7.
% Kompilasi Hukum Islam Pasal 96
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pengadilan.”® Seperti yang diketahui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan peraturan tentang suami
mafgud akan tetapi belum dilengkapi dengan batas minimal perginya suami dari
rumah untuk dapat ditetapkannya kematian. Hal ini tentunya menyulitkan istri untuk
memperjuangkan nasibnya ketika suaminya mafqud karena tidak adanya peraturan
yang mengatur dengan lengkap tentang batas minimal perginya suami mafqud untuk
dapat ditetapkan kematiannya.

Gambar 4.1 Alur Permohonan Suami Mafqud di Indonesia

/Istri mengajukan\ / Istri dapat \ 4 Majlis Hakim )

permohonan membuktikan dapat
suami mafqud ke |__s suaminya yang mengabulkan
Pengadilan mafqud telah permohonan
(tidak ada hilang selama suami mafqud
ketentuan waktu) bertahun-tahun di jika dapat
persidangan dibuktikan
b / o J

\_ )

Sumber: data diolah berdasarkan pasal 467-468 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata.

Perkara penetapan kematian suami mafqud menjadi kekuasaan absolut
pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang berbunyi,

% Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 44.
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“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini.”®
Maksud dari rakyat pencari keadilan adalah setiap individu baik individu dengan
kewarganegaraan Indonesia maupun kewarganegaraan asing yang mencari keadilan
di Pengadilan Indonesia.*®

Kekuasaan absolut pengadilan agama tertuang di pasal 49 Undang-Undang
No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang berbunyi,

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e.
wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.”®’
Maksud dari yang beragama Islam adalah orang atau badan hukum yang dengan
sedirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal
yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal.*®
Seperti yang telah diketahui, penetapan kematian suami mafqud dalam hal

perkawinan digunakan untuk pemutusan perkawinan. Perkawinan menjadi kekuasaan

absolut pengadilan agama sebagaimana yang disebutkan di pasal 49 Undang-Undang

% Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Pasal 2.

% M. Burhanudin Abdullah, “Yurisdiksi Ijtihad ‘Umar bin Khattab dalam Kasus Anggapan Kematian
Suami Mafqud”, Usratuna, 2, (Juli 2018), 40.

% Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

% M. Burhanudin Abdullah, “Yurisdiksi Ijtihad ‘Umar bin Khattab dalam Kasus Anggapan Kematian
Suami Mafqud”, Usratuna, 40.
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No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.

Pengadilan agama menganut asas personalitas keislaman. Personalitas
keislaman adalah asas yang mendasari bahwa masyarakat pencari keadilan yang bisa
berperkara atau bermohon di pengadilan agama adalah yang beragama Islam dan
mengenai perkara/permohonan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang.®
Akan tetapi pada prakteknya, pengadilan agama juga menyelesaikan perkara antara
yang beragama Islam dan non-Islam. Sebagai contoh A beragama Islam memilik
anak B. A menghibahkan sebagian tanahnya kepada B. B berganti keyakinan, ia tak
lagi memeluk agama Islam. A mewakafkan seluruh tanahnya, termasuk tanah yang
telah ia hibahkan kepada B kepada sebuah yayasan. Jika B ingin mendapatkan hak
tanah yang telah dihibahkan kepadanya dan membatalkan wakaf tanah A tersebut,
maka sengketa tersebut menjadi kekuasaan pengadilan agama.'®

Contoh putusan dalam hal ini adalah putusan PA Salatiga No.
0413/Pdt.G/2011/PA.SAL. Duduk perkara ini adalah seorang ibu yang telah
meninggal dunia bernama Sulijah beragama Islam memiliki sebidang tanah beserta
bangunannya yang dikuasai oleh termohon I. Para pemohon memohon pembagian

hibah atas tanah tersebut beserta bangunannya dengan dalil obyek tersebut

% Faizal Husein, Implementasi Asas Personalitas Keislaman, Bagi Perempuan Harus Berpakaian
Muslimah Dalam Tata Tertib Persidangan, https://www.pa-malangkota.go.id/article/Implementasi-
Asas-Personalitas-Keislaman,-Bagi-Perempuan-Harus-Berpakaian-Muslimah-Dalam-Tata-Tertib-
Persidangan#:~:text=Asas%20Personalitas%20Keislaman%20adalah%20asas,telah%20diatur%20dala
m%20undang%20undang., diakses pada tanggal 3 November 2020.

190 Mahkamah Agung RI, “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ”, Buku
11, 2010, 57-58.
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merupakan harta warisan yang perlu dibagi. Para pemohon telah meminta kepada
termohon | untuk membagi tanah dan bangunan tersebut akan tetapi tidak diindahkan
oleh termohon 1. Pihak pengadilan telah melakukan upaya perdamaian akan tetapi
tidak berhasil. Pada perkara ini, para pemohon tidak beragama Islam.

Oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan pengadilan tidak berhasil,
maka perkara berlanjut ke tahap berikutnya. Pihak pengadilan menilai isi permohonan
hibah yang diajukan oleh para pemohon kabur (obscur libel) maka pihak pengadilan
mengambil sikap perkara ini sebagai sengketa waris. Pihak pengadilan juga
memperhatikan agama para pemohon yang beragama non-Islam, para termohon yang
beragama Islam, dan juga agama pewaris yang beragama Islam. Selain
memperhatikan agama, pihak pengadilan juga memperhatikan keterangan para pihak
dan bukti yang ada sehingga pihak Pengadilan Agama Salatiga menyatakan
berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa waris tersebut.
Pernyataan dari Pengadilan Agama Salatiga ini didasarkan kepada asas personalitas
kelslaman dari agama pewaris. Amar putusan dari sengketa waris ini adalah
menetapkan para pemohon yang beragama non-Islam sebagai ahli waris.®*

Secara teoritis, upaya untuk mempertahankan hak melalui pengadilan agama
terbuka dua kemungkinan, yaitu melalui upaya permohonan (voluntair yurisdictie)
atau melalui upaya gugatan (contentiuse yurisdictie). Konsep yang lahir adalah

menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang bersifat sengketa

191 Salma Suroyya Yuni Yanti, “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta
Akibat Hukumnya”, Diponegoro Law Journal, 5, (2016), 5-6.
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dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam ruang lingkup perkara
permohonan sepihak (volunter). Lebih lanjut secara tegas disebutkan bahwa salah
satu muatan yurisdiksi voluntair pengadilan agama adalah soal permohonan agar
seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud.'%?

Perkara permohonan sepihak (voluntair) hanya melibatkan satu pihak saja
yaitu pemohon. Perkara yang dimohon bukanlah perkara sengketa akan tetapi
permohonan untuk ditetapkan mempunyai kedudukan tertentu dalam hal tertentu dan
tidak lebih. Permohonan ini hanya untuk memenuhi Kkeinginan sepihak.
Keputusannya bersifat deklaratoir atau putusan yang berupa penjelasan ataupun
penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Perkara permohonan sepihak
jumlahnya terbatas seperti penentuan ahli waris dan bagian masing-masing dari ahli
waris, penentuan suami mafqud.’®®

Selain menyebutkan peraturan tentang suami mafqud di Indonesia, penelitian
ini akan menyebutkan peraturan tentang suami mafqud di Malaysia. Peraturan suami
mafqud diatur di Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1984 (Pindaan) 2010 dan di semua Enakmen Keluarga Islam di
Malaysia. Pasal 53 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1984 berbunyi

“(1). Jika suami mana-mana perempuan telah mati, atau dipercayai telah

mati, atau telah tidak didengar perkhabaran mengenai bagi suatu tempoh
empat tahun atau lebih, dan hal keadaan adalah sebegitu hingga dia patut,

192 Mahkamah Agung RI, “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ", 59-60.
103 Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku 11, 2008,
58.
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bagi maksud membolehkan perempuan itu berkahwin semula, dianggap
mengikut Hukum Syarak sebagai telah mati, maka Mahkamah boleh, di atas
permohonan perempuan itu dan selepas apa-apa siasatan yang wajar,
mengeluarkan dalam bentuk yang ditetapkan suatu perakuan menganggap
kematian suami itu dan Mahkamah boleh di atas permohonan perempuan
itu membuat perintah bagi pembubaran perkahwinan atau fasakh
sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 52.

(2). Suatu perakuan yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) hendaklah
disifatkan sebagai perakuan kematian suami mengikut pengertian
perenggan 14(4)(b).

(3). Dalam hal keadaan yang disebut dalam subseksyen (1), seseorang
perempuan adalah tidak berhak berkahwin semula tanpa suatu perakuan
yang dikeluarkan di bawah subseksyen (1) walaupun Mahkmah Tinggi
mungkin telah memberi kebenaran menganggap suami itu telah mati.

(4). Perakuan yang dibuat di bawah subseksyen (1) hendaklah didaftarkan
seolah-olah perakuan itu telah mewujudkan perceraian.”

Pasal 53 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1984 dapat dipahami lamanya waktu suami pergi meninggalkan rumah
untuk dapat ditetapkan kematiannya adalah selama empat tahun. Selain itu, istri tidak
diperbolehkan menikah lagi kecuali setelah adanya putusan kematian dari pengadilan
agama Malaysia. Kemudian setelah adanya penetapan kematian bagi suami mafqud,
perlu dikeluarkannya sijil kematian atau surat keterangan kematian oleh Jabatan
Pendaftaran Negara (JPN). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 14(4)(b) Akta Undang-
Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 yang berbunyi “4)
jika perempuan itu seorang balu—(b) dia tidak boleh berkahwin melainkan dia telah
mengemukakan surat perakuan kematian suaminya atau dengan cara lain

membuktikan kematian suaminya.”*® Maksud dari balu adalah seorang janda mati.

104

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Seksyen 53
105 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Seksyen 14.
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Pada umumnya, semua provinsi yang mana disebut negeri-negeri di
Malaysia memiliki peraturan yang menyebutkan seseorang bisa dinyatakan mafqud
setelah pergi meninggalkan rumah selama empat tahun. Akan tetapi Negeri
Terengganu memiliki peraturan yang menyebutkan seseorang bisa dinyatakan mafqud
setelah pergi meninggalkan rumah selama tujuh tahun.*®® Analisis dari perbedaan
lamanya waktu suami pergi di Negeri Terengganu adalah perempuan diperbolehkan
memohon penetapan suami mafqud ke pengadilan setelah suaminya pergi
meninggalkan rumah selama tujuh tahun akan tetapi pembuktian suami tersebut telah
pergi meninggalkan rumah adalah selama empat tahun.*®’

Penetapan kematian suami mafqud di Malaysia menjadi kuasa absolut
Pengadilan Agama, di Malaysia disebut Mahkamah Syariah, hal ini sesuai dengan
pasal 46 subpasal (2) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 1993 yang berbunyi

“(2) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah (b) dalam bidang kuasa malnya,
mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding dalam mana
semua pihak adalah orang Islam dan yang berhubungan dengan (i)
pertunangan, perkahwinan, ruju’, perceraian, pembubaran perkahwinan
(fasakh), nusyuz, atau pemisahan perkahwinan (farag) atau apa-apa
perkara yang berkaitan dengan perhubungan di antara suami-isteri. ”*

Pasal ini menyebutkan bahwa kasus-kasus yang tidak berkaitan dengan

kriminal dalam hubungan antara suami istri yang beragama Islam menjadi kekuasaan

196 Halimatun Sa’diyah binti Mohd. Mahdee, Permohonan Anggapan Mati dari Aspek Kekeluargaan
Islam: Kajian di Mahkama Syariah, Disertasi Syariah, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2012), 67.
97 Halimatun Sa’diyah, Permohonan Anggapan Mati dari Aspek Kekeluargaan Islam, 78.

108 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993, Seksyen 46.
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absolut pengadilan agama atau disebut mahkamah syariah di Malaysia. Perkara-
perkara yang menjadi kekuasaan absolut mahkamh syariah di Malaysia antara lain
pertunangan, perkawinan, cerai, ruju’.

Peraturan di Malaysia membedakan antara suami ghaib dan suami mafqud.
Pernyataan ini dapat dilihat di Pasal 52 Akta Undang-Undang Keluarga Islam
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 yang berbunyi

“(1). Seseorang perempuan yang berkahwin mengikut Hukum Syarak
adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan
atau fasakh atas satu atau lebih dari alasan yang berikut, iaitu—(a) bahawa
tempat di mana beradanya suami telah tidak diketahui selama tempoh lebih
daripada satu tahun. 109

Definisi dan peraturan yang terdapat di pasal 52 tersebut sesuai dengan
definisi suami ghaib menurut Ulama Hanabilah. Sebagaimana telah disebutkan di
pembahasan sebelumnya, definisi suami ghaib adalah suami yang pergi
meninggalkan rumah lebih dari enam bulan dan untuk pemutusan pernikahan
dilakukan dengan fasakh nikah.

Hukum acara tentang permohonan suami mafqud di Malaysia terdapat di
pasal 7 cara memulakan prosiding mal Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 yang berbunyi

Seksyen 7. Cara memulakan prosiding mal
“(1) Tertakluk kepada subseksyen (2) atau mana-mana undang-undang

bertulis lain, tiap-tiap prosiding mal di Mahkamah hendaklah dimulakan
melalui saman

109

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Seksyen 52.
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(2) Semua prosiding berkenaan dengan mana-mana perkara yang
dinyatakan dalam Jadual Kedua hendaklah dimulakan dengan
permohonan.”*°

Maksud dari pasal ini adalah proses ke pengadilan untuk perkara yang tidak
berkaitan dengan kriminal sebaiknya dimulai dengan surat panggilan. Semua proses
pengadilan dengan perkara-perkara yang disebut di Jadual Kedua sebaiknya dimulai
dengan permohonan.

Jadual kedua dari akta ini menyebutkan proses-proses ke persidangan yang
menggunakan permohonan salah satunya adalah kematian suami mafqud.
Permohonan kematian suami mafqud menggunakan kode 15. Ketentuan penggunaan
kode 015 untuk permohonan kematian suami mafqud ini terdapat di Arahan Amalan
No. 1 Tahun 2000 Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Jadual kedua di bawah
seksyen 7 berbunyi

“Jadual Kedua (Subseksyen 7 (2)) Prosiding yang hendaklah dimulakan
dengan permohonan. Perkara-perkara yang berhubungan dengan undang-
undang diri dan keluarga seperti yang berikut: anggapan kematian.”***

Perkara yang didaftarkan dengan permohonan seperti permohonan kematian
suami mafqud, maka pendaftaran dilakukan pada tahap selanjutnya. Formulir

pendaftaran yang diajukan harus lengkap dan telah ditandatangani oleh Panitera atau

Panitera Muda, di Malaysia disebut Pendaftar dan Penolong Pendaftar. Kemudian

10 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 Seksyen 7.
111 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 Jadual 2
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Pemohon hendaklah menceritakan masalahnya yang berkaitan dengan
permohonannya akan kematian suami mafqud ke pusat bantuan hukum.**?

Formulir ini hendaklah diketik dengan rapi agar memudahkan untuk dibaca
dan diserahkan ke meja pendaftaran dan membayar sebesar RM 40 jika pendaftaran
dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama atau disebut Mahkamah Tinggi Syariah di
Malaysia dan membayar sebesar RM 20 jika pendaftaran dilakukan di Pengadilan
Agama atau disebut Mahkamah Rendah Syariah di Malaysia. Setiap data diri yang
ditulis di formulir pendaftaran perlu diperiksa dengan seksama. Syarat-syarat untuk
mendaftar permohonan kematian suami mafqud di Mahkamah Syariah Wilayah
Persekutuan adalah:

(i) Plaintif atau Defendan mestilah bermastautin di Wilayah Persektuan
(salinan kad pengenalan beralamat di Wilayah Persekutuan atau surat
Pengesahan bermastautin.)

(i) Surat Pengesahan tempat tinggal daripada Pengerusi atau Iman

Qariah perlu disertakan sekiranya alamat dalam Kad Pengenalan di Luar
Wilayah Persekutuan

(iii) Bagi Anggota Polis atau Tentera Surat Pengesahan Tempat
Tinggal dan Majikan

(iv) Semua borang pendaftaran hendaklah ditaip dengan kemas

(v) Bayaran pendaftaran Permohonan atau tuntutan mengikut kaidah

fi hendaklah dikemukakan.'*®

Maksud dari syarat-syarat di atas adalah Pemohon atau Termohon harus
bertempat tinggal di Wilayah Persekutuan dengan menyerahkan salinan fotokopi.
Surat keterangan domisili dibutuhkan ketika Pemohon maupun Termohon tidak

bertempat tinggal di Wilayah Persekutuan. Surat keterangan domisili sebaiknya

12 Halimatun Sa’diyah, Permohonan Anggapan Mati dari Aspek Kekeluargaan Islam, 83.
3 Halimatun Sa’diyah, Permohonan Anggapan Mati dari Aspek Kekeluargaan Islam, 83-84.
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ditandatangani oleh lurah setempat. Bagi anggota polisi atau tentara sebaiknya
menggunakan surat keterangan domisili dan ketuanya. Semua formulir pendaftaran
hendaknya diketik dengan rapi. Uang pendaftaran untuk permohonan yang sesuai
dengan ketentuan yang terdapat di kaidah fi (uang pembayaran) sebaiknya
diserahkan.

Permohonan kematian suami mafqud akan diproses jika sudah dapat
dipastikan suami telah meninggalkan rumahnya selama empat tahun. Jika tidak dapat
dipastikan lamanya suami pergi meninggalkan rumah selama empat tahun maka
pengadilan tidak memiliki kuasa untuk menetapkan kematian bagi suami mafqud
tersebut. Akan tetapi pengadilan masih dapat membubarkan perkawinan jika ada
pihak lain yang mendaftarkan dalam hal talak za 'lig, fasakh nikah dan sebagainya.'**

Prosedur ini juga menyatakan jika suami tidak kembali ke keluarga dan tidak
memberi kabar kepada istrinya atau ayahnya selama lebih dari empat tahun, maka
istri maupun ahli warisnya boleh mengajukan permohonan kematian bagi suami yang
mafqud ke pengadilan.®> Pada saat persidangan, Pemohon sebaiknya menyatakan
jika termohon telah pergi dari rumah dan tidak kembali lagi selama empat tahun.
Selama masa perginya suami dari rumah, suami juga tidak memberikan kabar kepada
keluarga. Perkara ini perlu dinyatakan di surat permohonan penetapan kematian yang
disertai dengan dokumen pendukung seperti usaha pemohon dalam mencari suaminya

melalui pengumuman yang ditempel di tempat umum dan pencarian yang dilakukan

4 Halimatun Sa’diyah, Permohonan Anggapan Mati dari Aspek Kekeluargaan Islam, 84.
15 Halimatun Sa’diyah, Permohonan Anggapan Mati dari Aspek Kekeluargaan Islam, 84
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di media massa. Para hakim biasanya akan melihat usaha Pemohon dalam mencari
suaminya yang mafqud, apakah Pemohon telah membuat pengumuman tentang
hilangnya suaminya atau tidak. Setelah pengadilan, dalam hal ini adalah majlis
hakim, meneliti dan mendengar keterangan saksi dan keterangan pihak istri tentang
suami mafqudnya, jika majlis hakim menerima sepenuhnya keterangan saksi maka
majlis hakim akan mengeluarkan perintah untuk menyatakan kematian bagi suami
mafqud tersebut.*°

Setelah majlis hakim memutuskan perkawinan dengan kematian, maka istri
beridah dengan idah wafat yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Istri diperbolehkan
menikah lagi dengan laki-laki lain jika telah habis masa idahnya. Jika Pemohon
dalam perkara ini adalah istri mengajukan kumulatif gugatan seperti perwalian dan
pewarisan, setelah adanya perintah penetapan kematian bagi suami mafqud tersebut
dari pengadilan, maka gugatan perwalian dan pewarisan dapat diproses dengan
segera. Setelah adanya perintah menyatakan kematian suami mafqud dibuat, maka
penghitungan harta peninggalan suami mafqud tersebut dapat dilakukan dan
perwalian dipindahkan ke wali ab’ad yang lain atau memohon wali hakim ke

pengadilan jika anak perempuan tersebut tidak memiliki wali nasab.**’

1% Halimatun Sa’diyah, Permohonan Anggapan Mati dari Aspek Kekeluargaan Islam, 87-88.
17 Halimatun Sa’diyah, Permohonan Anggapan Mati dari Aspek Kekeluargaan Islam, 85.
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Gambar 4.2 Alur Permohonan Suami Mafqud di Malaysia

/ Istri mengajukan \ / Istri dapat \ /Jika hakim menerima\

permohonan suami membuktikan bukti dan saksi,
mafqud ke S dokumen-dokumen hakim memerintah
Mahkamah Syariah pencarian suaminya JPN untuk
(ada batas minimal selama masa mengeluarkan surat
yaitu empat tahun) ) tunggunya j keterangan kematian

Sumber: data diolah berdasarkan Pasal 53 Akta Undang-Undang Keluarga Islam
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.

Ada sebagian orang yang berpendapat, jika dalam masa perkawinan si istri
dengan suami barunya, suami yang mafqud itu kembali lagi, maka perkawinannya
dengan suami yang baru harus berakhir dan sebaiknya si istri beridah selama tiga kali
suci dan kembali ke suaminya yang mafqud karena hubungan badan antara si istri dan
suami barunya dianggap syubhat.*® Dalam perkara pewarisan, jika suami mafqud
tersebut muncul kembali, maka ahli waris sebaiknya mengembalikan sisa harta waris
yang diterima dari suami mafqud tersebut. Ada juga yang berpendapat dari madzhab
lain yang menyatakan jika perkawinan si istri dengan suami baru tidak berakhir
karena pengadilan telah membubarkan perkawinan istri dengan suami mafqudnya.**®

Pada perkara kembalinya suami yang telah dinyatakan mafqud, kembali ke
kebijaksanaan para hakim dalam memutus perkara tersebut dengan memperhitungkan

maslahah mursalah bagi semua pihak. Jika melihat kebijaksanaan hakim, mereka

18 1bnu Juzai, al-Qawaid al-Fighiyah, (Kairo: Dar el-Hadith, 2005), 177.
9 Halimatun Sa’diyah, Permohonan Anggapan Mati dari Aspek Kekeluargaan Islam, 85.
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tidak akan memutuskan perkawinan istri dengan suami barunya. Begitu juga dalam
perkara pewarisan dan perwalian. Akan tetapi, selama ini di Malaysia belum ada
kasus yang menyebutkan suami yang mafqud itu telah kembali lagi setelah ditetapkan
kematian.'?°

Persamaan dari peraturan di Indonesia dan Malaysia adalah sama-sama
mengatur tentang suami ghaib. Perbedaannya adalah peraturan di Malaysia
membedakan peraturan untuk suami ghaib dan suami mafqud. Jangka waktu perginya
suami dari rumah untuk perkara suami ghaib adalah satu tahun dan untuk suami
mafqud adalah empat tahun. Peraturan di Indonesia tidak membedakan peraturan
untuk suami ghaib dan mafqud. Jangka waktu perginya suami dari rumah untuk dapat
memutuskan perkawinan di peraturan Indonesia adalah selama dua tahun. Hukum
acara untuk menetapkan kematian suami mafqud, Pengadilan tidak memanggil
termohon dengan cara memanggil di media massa. Akan tetapi, pemohon dengan
inisiatifnya melakukan pencarian dengan membuat berita kehilangan yang ditempel
di tempat-tempat umum sebelum mengajukan permohonan penetapan kebarangkalian
bagi suaminya yang mafqud atau dengan cara lain dengan melapor ke pihak polisi.
Usaha pemohon ini yang kemudian dijadikan bukti di persidangan jika pemohon
telah berusaha mencari suaminya yang mafqud. Hal ini mempersingkat waktu sidang,
tanpa harus memanggil suami yang mafqud beberapa kali untuk membuktikan jika
suami tersebut memang benar tidak dapat diketahui keberadaannya, sehingga istri

dapat menerima keputusan tentang perkawinannya dengan cepat. Peraturan di

'?° Halimatun Sa’diyah, Permohonan Anggapan Mati dari Aspek Kekeluargaan Islam. 86.
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Malaysia mewajibkan pengeluaran surat keterangan kematian bagi suami mafqud
oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Pengeluaran surat keterangan kematian bagi
suami mafqud oleh Jabatan Pendaftaran Negara setelah adanya perintah dari

Pengadilan yang menetapkan kematian bagi suami mafqud.

. Pengaturan Suami Mafqud Di Indonesia Dan Malaysia Yang Dapat
Memberikan Kepastian Hukum Bagi Perempuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk merevisi undang-undang yang mengatur
tentang suami mafqud sehingga dapat memberikan perlindungan bagi istri yang
suaminya mafqud yang memenuhi prinsip kepastian hukum. Sebagaimana telah
dijelaskan di pembahasan sebelumnya, peraturan tentang suami mafqud di Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memiliki dua tafsir, yaitu
untuk perkara suami ghaib dan suami mafqud

Peraturan tentang suami mafqud di Undang-Undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam jika ditinjau dari kepastian hukum, tidak memiliki kepastian
hukum. Peraturan di Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak
membedakan suami ghaib dan mafqud. Perlunya membedakan kedua kasus tersebut
adalah untuk memberikan peraturan tentang suami mafqud atau kematian yang
diputuskan oleh pengadilan. Selain itu juga perlu ditetapkan batas minimal perginya
suami dari rumah untuk ditetapkan kematian bagi suami mafqud. Perlunya
menetapkan batas minimal tersebut adalah untuk memberi kepastian kepada istri pada

tahun ke berapa dari kepergian suaminya istri dapat mengajukan kematian suaminya
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yang mafqud ke pengadilan dan untuk mengurus harta waris yang ditinggalkan oleh
suaminya yang mafqud.

Selain itu, jika ditinjau dari indikator kepastian hukum Satjipto Rahardjo,
peraturan ini tidak memenuhi indikator-indikator tersebut. Indikator tersebut adalah
hukum itu positif artinya harus diundang-undangkan. Dalam kasus suami mafqud,
peraturan di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan di
Kompilasi Hukum Islam peraturannya belum dilengkapi dengan batas minimal
perginya suami dari rumah untuk dapat ditetapkan kematiannya oleh pengadilan.
Peraturan penetapan kematian bagi orang yang hilang terdapat di Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang mana peraturan tersebut tidak dapat digunakan untuk
hal pemutusan perkawinan. Indikator kedua adalah hukum itu harus didasarkan
kepada fakta. Seperti telah diketahui perkara suami mafqud sudah terjadi dari zaman
Nabi Muhammad SAW sampai saat ini sehingga perlu dibentuknya undang-undang
yang mengatur tentang kematian bagi suami mafqud. Indikator ketiga adalah fakta itu
harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam
pemaknaan. Peraturan yang terdapat di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan fakta suami mafqud
secara jelas. Hal ini dapat dilihat di peraturan tersebut tidak membedakan suami
ghaib dan mafqud yang mana dua kasus ini memiliki keputusan yang berbeda dalam
hal pemutusan perkawinan. Peraturan ini selain dapat dilihat dari fikih klasik, juga
bisa dilihat di peraturan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

membedakan suami ghaib dan suami mafqud. Indikator keempat adalah hukum
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positif tidak boleh sering dirubah. Pada perkara suami mafqud, peraturan di Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum
pernah dirubah, oleh karena itu perlu dibentuk peraturan baru berdasarkan fakta
dengan dirumuskan secara jelas untuk mengatur kematian bagi suami mafqud untuk
memberi keadilan bagi istri yang suaminya mafqud.

Ketidakpastian hukum tentang peraturan penetapan kematian suami mafqud
yang berakibat kepada ketidakadilan bagi istri yang suaminya mafqud dapat dilihat
dari putusan hakim No. 0049/Pdt.P/2018/PA.Jepr.*** Putusan tersebut tentang
penetapan suami mafqud yang diajukan oleh istrinya setelah suami hilang selama 24
tahun. Penetapan suami mafqud tersebut bukan untuk pemutusan perkawinan akan
tetapi untuk menetapkan harta yang dibeli oleh pemohon, dalam putusan ini adalah
istri, sebagai harta bersama pemohon.

Duduk perkara ini adalah pemohon telah menikah sah dengan termohon.
Pada tahun 1993 termohon telah pergi merantau. Pada tahun 1999 pemohon membeli
tanah seluas 795M?° Sejak tahun 1993 sehingga tahun 2018 pemohon dan
keluarganya telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat kabar dari
termohon akan tetapi tidak mendapatkan kabar tentang termohon dan tidak diketahui
keberadaan termohon. Lalu pemohon meminta Surat Keterangan dari Pemerintah
Desa tempat pemohon tinggal mengenai keberadaan suaminya. Surat Keterangan

tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2018. Pada tanggal 26 Maret 2018

121 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=mafqud, diakses pada tanggal 12 Oktober
2020.
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mengajukan penetapan suami mafqud atas suaminya yang hilang. Alasan pemohon
mengajukan penetapan kematian untuk suaminya yang hilang adalah karena ia
merasa kesulitan utuk mengalihkan hak tanah yang dibeli pemohon pada tahun 1999.
Pada saat mengajukan penetapan suami mafqud kepada pengadilan tersebut, pemohon
membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hakim
menetapkan suami pemohon meninggal menurut hukum karena suami mafqud. Selain
itu Hakim juga menetapkan tanah seluas 795M? yang dibeli pemohon pada tahun
1999 sebagai harta bersama pemohon dan termohon. Dalam keputusannya ini, Hakim
merujuk kepada Pasal 467-471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena perkara
yang didaftarkan adalah penetapan kematian suami untuk menetapkan sebuah bidang
tanah sebagai harta bersama, bukan untuk memutuskan perkawinan antara istri dan
suaminya yang mafqud.

Peneliti berpendapat ketidaklengkapan peraturan tentang penetapan batas
minimal perginya suami dari rumah untuk ditetapkan kematian bagi perkara suami
mafqud menyebabkan kepada tidak adanya keadilan bagi istri. Hal ini dapat dilihat
dari putusan hakim no. 0049/Pdt.P/2018/PA.Jepr, dimana istri atau pemohon
mengajukan penetapan kematian bagi suaminya yang hilang setelah 24 tahun.
Permohonan dilakukan pemohon setelah pemohon merasa kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Jika ada peraturan yang mengatur tentang penetapan kematian
setelah suami pergi dalam kurun sekian tahun tentu istri tidak perlu menunggu
berpuluh-puluh tahun untuk memohon penetapan kematian suaminya yang mafqud

dan perkawinannya dengan suami yang mafqud pun bisa berakhir dengan cepat.
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Hal lain yang menyebabkan ketidakadilan bagi pemohon adalah ketika
pemohon membeli sebidang tanah dengan luas 795 M? pada tahun 1999, atau di saat
termohon telah hilang selama kurang lebih enam tahun dan Hakim memutuskan tanah
tersebut sebagai harta bersama pemohon dan termohon karena dibeli pada saat masa
pernikahan. Jika ada peraturan yang mengatur tentang pemutusan perkawinan dengan
penetapan kematian suami setelah suami pergi dalam kurun lima tahun sebagaimana
peraturan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentu tanah yang
dibeli pemohon tidak menjadi harta bersama karena pemohon membeli sebidang
tanah tersebut setelah ditetapkan kematian bagi termohon dan perkawinan antara
pemohon dan termohon telah berakhir. Jika demikian, maka sebidang tanah tersebut
menjadi hak milik pemohon sepenuhnya sehingga pemohon lebih leluasa untuk
mengalihkan hak tanah tersebut.

Putusan lain yang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dan keadilan
bagi perempuan terdapat di putusan 959/Pdt.G/2018/PA.P0.*?? Duduk perkara ini
adalah suami telah hilang selama tujuh tahun dan tidak diketahui keberadaannya
kemudian istri mengajukan kAulu’. Dalam memutuskan perkara ini, Hakim merujuk
kepada Pasal 19 (B) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena perkara yang
didaftarkan oleh istri adalah pemutusan perkawinan dengan gugat cerai atau khulu’.

Majlis hakim mengabulkan kiulu’ yang diajukan oleh istri. Selain itu majlis hakim

122 Ria Rahmawati, lhsan Nur Hakim, “The Analysis of Judge’s Decision Mafqud’s Husband in Case
of Claim for Divorce in Ponorogo Religion Court and the Law Impact of the Mafqud’s Husband
(Analysis of Decision Number. 959/Pdt.G/2018/PA.PO)”, 220.
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memutuskan waktu idahnya selama satu kali haid, hak asuh anak jatuh ke tangan istri,
dan istri tidak mendapat nafkah idah dan mut’ah karena istri yang mengajukan cerai
sesuai dengan ketentuan yang ada di fikih klasik. Peneliti berpendapat keputusan ini
tidak memberi kepastian hukum dan keadilan kepada istri. Ketidakpastian hukum
dalam putusan ini adalah tidak adanya peraturan yang mengatur batas minimal
perginya suami mafqud sehingga ketika suami pergi dari rumah dalam jangka waktu
yang lama tidak dapat ditetapkan kematiannya. Jika terdapat peraturan yang mengatur
dengan rinci tentang suami mafqud, istri mengajukan suami mafqud ke pengadilan
bukan cerai khulu’. Ketidakadilan bagi istri dalam putusan ini adalah putusan yang
tidak memberikan nafkah idah dan mut’ah bagi istri karena istri yang mengajukan
cerai sebagaimana ketentuan dalam fikih klasik. Putusan ini tentunya menyusahkan
istri karena istri sudah ditinggalkan suami selama tujuh tahun kemudian tidak
mendapatkan nafkah idah dan mut’ah. Jika terdapat peraturan tentang suami mafqud,
tentu saja istri dapat mengajukan kematian bagi suaminya yang mafqud dan bisa
mengurus harta waris yang ditinggalkan oleh suaminya dan mendapatkan haknya dari
harta waris suaminya tersebut.

Jika melihat kepada pertimbangan hakim dalam memutuskan suami mafqud,
hakim merujuk kepada pasal 467-468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
fikih klasik. Hal ini menunjukkan ketidaklengkapan hukum dalam peraturan suami
mafqud di Indonesia. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan dengan
Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

menyebabkan Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini
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disebabkan Instruksi Presiden hanya bersifat memberikan arahan, pedoman,
menuntun dan membimbing dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan, bukan
bersifat mengikat.*?

Peraturan di Malaysia jika ditinjau dari indikator kepastian hukum, telah
memenuhi indikator-indikator tersebut. Indikator yang pertama adalah hukum itu
positif artinya harus diundang-undangkan. Peraturan di Malaysia telah mengatur
suami mafqud dengan rinci, dari batas minimal perginya suami dari rumah sampai
dengan hukum acaranya. Indikator yang kedua adalah hukum itu harus didasarkan
kepada fakta. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fenomena suami mafqud
telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW jadi ini merupakan fakta. Indikator ketiga
adalah fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari
kekeliruan dalam pemaknaan. Peraturan di Malaysia membedakan perkara tentang
suami ghaib dan suami mafqud sehingga istri mengetahui lagkah yang harus diambil
ketika suaminya pergi dari rumah. Indikator keempat adalah hukum positif tidak
boleh sering dirubah. Peraturan di Malaysia jarang diamandemen. Oleh karena
peraturan di Malaysia telah memenuhi semua indikator kepastian hukum, maka
peneliti akan menjadikan peraturan di Malaysia sebagai acuan dalam menawarkan
perlindungan hukum bagi istri yang suaminya mafqud yang memenuhi prinsip
kepastian hukum. Oleh karena peraturan tentang suami mafqud di Malaysia telah

memenuhi indikator kepastian hukum, maka peraturan tersebut tidak perlu direvisi.

123 | etezia Tobing, “Perbedaan Keputusan Presiden dengan Instruksi Presiden”,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It50cf39774d2ec/peraturan-presiden/, diakses
tanggal 14 Desember 2020.
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Contoh kasus suami mafqud di Malaysia untuk pemutusan perkawinan
adalah kasus yang didaftarkan dengan nomor 11006-015-0016-2006. Pemohon
bernama Zainun binti Awang, suaminya bernama Noor Muhammad bin Musa. Pada
tahun 1984, Noor Muhammad pergi mencari ikan yang merupakan pekerjaan sehari-
harinya. Akan tetapi pada hari tersebut terjadi angin ribut di laut sehingga
menyebabkan Noor Muhammad tidak kembali ke rumah. Pada Tahun 2006 Zainun
telah mendaftarkan permohonan penetapan kematian bagi suaminya yang hilang
untuk memutus perkawinan mereka ke Mahkamah Syariah Terengganu. Pemohon
telah mengahdirkan saksi dan membawa bukti seperti pengumuman yang ia buat guna
mencari suaminya yang mafqud. Selain itu Pemohon juga telah bersumpah. Pada
tanggal 18 Januari 2006, Tuan Hakim Mohd Nazri bin Yusof telah menetapkan
kematian Noor Muhammad bin Musa dengan merujuk kepada pasal 50 Enakmen
Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu 1985. Penetapan tanggal
kematian Noor Muhammad bin Musa adalah pada tanggal 16 Juni 1984 sebagaimana
tanggal ia keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi.***

Peraturan suami mafqud di Indonesia yang dapat memberikan kepastian
hukum bagi perempuan adalah menetapkan batas minimal perginya suami dari rumah
selama empat tahun untuk dapat ditetapkan kematiannya sebagaimana peraturan di
pasal 53 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.
Selain itu, dalam masa empat tahun itu istri mencari suami dengan bantuan polisi dan

dicetak di media massa. Dokumen-dokumen ini nantinya dijadikan bukti ketika

124 Halimatun Sa’diyah, Permohonan Anggapan Mati dari Aspek Kekeluargaan Islam, 123.
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persidangan sehingga tidak perlu memanggil suami mafqud selama tiga kali sebelum
memulai proses sidang. Setelah mendapat putusan kematian untuk suaminya yang
mafqud, istri dapat memproses untuk mengurus harta waris yang ditinggalkan oleh

suaminya yang mafqud.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsep suami mafqud dalam pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 116 (b) Kompilasi Hukum
Islam memiliki dua tafsir yaitu memberi makna antara suami mafqud dan suami
ghaib sehingga belum ada peraturan tentang batas minimal perginya suami dari
rumah untuk dapat ditetapkan kematiannya bagi suami mafqud. Sebagaimana pasal
53 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 telah
mengatur suami mafqud dengan batas minimal empat tahun. Setelah istri mengajukan
permohonan suami mafqud ke pengadilan dan pengadilan mengabulkan, istri beridah
dengan idah empat bulan kemudian setelah selesai masa idah istri dibolehkan
menikah lagi. Setelah mendapatkan putusan tentang kematian suaminya, ia dapat
memproses untuk mendapatkan harta waris dari suaminya yang mafqud tersebut.

2. Peneliti membandingkan peraturan yang ada di Indonesia dan Malaysia
mengenai suami mafqud karena peraturan di Malaysia telah memenuhi indikator
kepastian hukum. Perbandingan dilakukan untuk mendapatkan pengaturan suami
mafqud di Indonesia yang dapat memberikan kepastian hukum bagi perempuan.
Peraturan suami mafqud di Indonesia yang dapat memberikan kepastian hukum bagi

perempuan adalah menetapkan batas minimal perginya suami dari rumah selama

77
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empat tahun untuk dapat ditetapkan kematiannya sebagaimana peraturan di pasal 53
Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Selain
itu, dalam masa empat tahun itu istri mencari suami dengan bantuan polisi dan
dicetak di media massa. Dokumen-dokumen ini nantinya dijadikan bukti ketika
persidangan sehingga tidak perlu memanggil suami mafqud selama tiga kali sebelum
memulai proses sidang. Setelah mendapat putusan kematian untuk suaminya yang
mafqud, istri dapat memproses untuk mengurus harta waris yang ditinggalkan oleh

suaminya yang mafqud.

. Implikasi

Fokus penelitian ini adalah menganalisis peraturan tentang suami mafqud di
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi hukum Islam, dan
Akta Undang-Undang Keluarga Islam )Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984
menggunakan teori kepastian hukum. Kepastian hukum menunjuk kepada
pemberlakuan hukum vyang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang
pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya
subjektif. Peneliti menggunakan indikator kepastian hukum Satjipto Rahardjo.

Peneliti menganalisis Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 116
(b) Kompilasi Hukum Islam menggunakan teori kepastian hukum Satjipto Rahardjo.

Setelah melakukan analisis, peneliti menemukan jika peraturan tentang suami mafqud
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di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak memenubhi
indikator kepastian hukum Satjipto Rahardjo.

Peraturan ini tidak memenuhi indikator-indikator tersebut. Indikator tersebut
adalah hukum itu positif artinya harus diundang-undangkan. Dalam kasus suami
mafqud peraturan di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam memiliki dua tafsir yaitu untuk suami ghaib dan suami
mafqud. Peraturan tersebut belum dilengkapi dengan batas minimal perginya suami
dari rumah untuk dapat ditetapkan kematiannya oleh pengadilan. Peraturan penetapan
kematian bagi orang yang hilang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang mana peraturan tersebut tidak dapat digunakan untuk hal pemutusan
perkawinan. Indikator kedua adalah hukum itu harus didasarkan kepada fakta. Seperti
telah diketahui perkara suami mafqud sudah terjadi dari zaman Nabi Muhammad
SAW sampai saat ini sehingga perlu dibentuknya undang-undang yang mengatur
tentang kematian bagi suami mafqud. Indikator ketiga adalah fakta itu harus
dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam
pemaknaan. Peraturan yang terdapat di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan fakta suami mafqud
secara jelas. Hal ini dapat dilihat di peraturan tersebut tidak membedakan suami
ghaib dan mafqud yang mana dua kasus ini memiliki keputusan yang berbeda dalam
hal pemutusan perkawinan. Peraturan ini selain dapat dilihat dari fikih klasik, juga
bisa dilihat di peraturan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

membedakan suami ghaib dan suami mafqud. Indikator keempat adalah hukum
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positif tidak boleh sering dirubah. Pada perkara suami mafqud, peraturan di Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum
pernah dirubah, oleh karena itu perlu dibentuk peraturan baru berdasarkan fakta
dengan dirumuskan secara jelas untuk mengatur kematian bagi suami mafqud untuk
memberi keadilan bagi istri yang suaminya mafqud.

Peraturan di Malaysia, pasal 53 Akta Undang-Undang Keluarga Islam
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 jika ditinjau dari indikator kepastian hukum,
telah memenuhi indikator-indikator tersebut. Indikator yang pertama adalah hukum
itu positif artinya harus diundang-undangkan. Peraturan di Malaysia telah mengatur
suami mafqud dengan rinci, dari batas minimal perginya suami dari rumah sampai
dengan hukum acaranya. Indikator yang kedua adalah hukum itu harus didasarkan
kepada fakta. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fenomena suami mafqud
telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW jadi ini merupakan fakta. Indikator ketiga
adalah fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari
kekeliruan dalam pemaknaan. Peraturan di Malaysia membedakan perkara tentang
suami ghaib dan suami mafqud sehingga istri mengetahui lagkah yang harus diambil
ketika suaminya pergi dari rumah. Indikator keempat adalah hukum positif tidak

boleh sering dirubah. Peraturan di Malaysia jarang diamandemen.
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C. Saran

Setelah menganalisis dengan kritis peraturan suami mafqud di Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, peneliti

akan menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1.

Bagi lembaga legislatif utuk merevisi peraturan tentang suami mafqud dengan
rinci untuk memberi perlindungan hukum bagi istri yang suaminya mafqud
Bagi hakim pengadilan agama untuk mempelajari perbedaan antara suami
ghaib dan suami mafqud sehingga tidak salah dalam memberi putusan dalam
memutuskan perkawinan

Bagi pegawai Kantor Urusan Agama agar memberi edukasi kepada calon

pengantin tentang langkah yang harus diambil istri jika suami pergi dari ruma

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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